SALINAN

PUTUSAN

Nomor 28/PUU-XX1/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama . M. Yasin Djamaludin

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan . Advokat

Alamat . Kota Wisata Cluster Nebraska SJ 1 No. 08, RT

004/RW 024, Desa Ciangsana, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 5 Maret
2023, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif
Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H.,
Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan Putra Rezeki Simatupang, S.H., kesemuanya
adalah Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung dalam SIHALOHO & CO.
LAW FIRM yang berkedudukan hukum di Gedung Menara Hijau, 10" Floor Suite
1000, Jalan M.T. Haryono Kavling 33 Jakarta Selatan 12770, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------==-=======mmmmmmm s Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa
Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung
Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik
Indonesia,;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa
Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Kejaksaan
Agung Republik Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa
Indonesia dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak

Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal

6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PUU/PAN.MK/ AP3/03/2022 dan telah
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal
13 Maret 2023 dengan Nomor 28/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan
perbaikan permohonan bertanggal 11 April 2023 dan diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut:

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem
hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-
Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali,
dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C
Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final
dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini
mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
“‘Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada
Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”,

. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki
kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang,
oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang
tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI
MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan
Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai,
apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma

melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam



peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman 6).
Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk
menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-
undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende
macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11);
Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi
(the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap
sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan
nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas
pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the
sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga
terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau
multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah
Konstitusi;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan
pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a-quo adalah

permohonan uji materiil Pasal 82 Ayat (1) Huruf D frasa “maka permintaan

tersebut _gugur” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan

sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok

perkara”

IIl. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1.

Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU__MK”),
menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak



Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat, atau;

d. Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah
hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama,

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. Lembaga negara.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
[11/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal
20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat

dipastikan akan terjadi.



d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

b. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan

tidak lagi terjadi.

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing
(dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-
undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak
sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian
pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai Advokat pada
Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan
Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat yang disumpah pada Pengadilan
Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpabh.

Bahwa Pemohon sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab
memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa
nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau
membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa
seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum
baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-
undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri
dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan
dan supremasi hukum.

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam



10.

11.

12.

13.

14.

memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945
yang menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk
memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah
timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan
terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat
pemeriksaan.

Bahwa Pemohon sebagai perorangan yang merupakan warga negara
Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas,
mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum
yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang
bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum.

Bahwa Pemohon telah melakukan profesinya dengan banyak memberikan
bantuan hukum secara cuma cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu
melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI. Pemberian bantuan hukum secara
cuma-cuma ini bertujuan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan
akses keadilan (access to justice) dalam permasalahan hukum yang
dialaminya.

Bahwa memperoleh bantuan Hukum adalah merupakan hak konstitusional
setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan jaminan
persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan jaminan perlakuan
yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia
(HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap individu
warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to
justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan,
perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut.
Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung
perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan



15.

16.

17.

kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat
tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-
wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim,
Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas
terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. “Dalam praktik seringkali
keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan
oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi Pemohon yang
menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar
dengan aparat penegak hukum yang lain”.

Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu
pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara
ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang dikaji oleh Advokat
adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa
Advokat.

Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan Pemohon, seringkali didapati
hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum
yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka
peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu
diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang
menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga
penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada
satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka
dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah
terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan),
Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang
disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum
akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas
dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi
Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian
hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,
keadilan dan hak asasi manusia.

Bahwa pada Pasal | ayat (I) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi



18.

19.

20.
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memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi
yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai
Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan
Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa
Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah
Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau
Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling
sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum.
Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi
yang terbilang sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia
memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat telah lebih dahulu
mengenal istilah profesi advokat, dan semakin lama terus berkembang
kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurusi
masalah profesi advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op
de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia.
Bahwa di Indonesia istilah pembela pada awalnya disebut Penasihat
Hukum. Istilah ini mengacu pada beberapa undang-undang yang berlaku
seperti KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Peradilan Umum. Lambat laun sebutan Penasihat Umum mulai
bergeser menjadi sebutan Advokat dan menjadi baku setelah keluarnya
Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang diberikan
oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakiii, mendampingi, membela dan melakukan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.

Bahwa jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat
mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang
mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu
faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari
penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari
aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada
Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang

berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal
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dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum
adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya
sendiri.

Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum
diantaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan
lembaga yang berada pada kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah,

Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah

kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan

cerminan salah satu Penegak Hukum yang berbeda dengan Aparat
Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan
rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata,
yang dalam pelaksanaannya Dbercita-cita mewujudkan dan
mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan
bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah tersebut lazim
disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang
memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di
hadapan hukum”.

Bahwa disamping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.
Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem
kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat.
Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili
kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran
advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara
kepentingan negara dan masyarakat.

Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh
kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau
Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau

Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) kusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang
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Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai

Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah

mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon (Tersangka/Terdakwa) dalm

proses Prapenuntutan;

Bahwa terlebih, yang dialami oleh Pemohon selaku kuasa dari tersangka

yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan

jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara
belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap
Tersangka,;

- Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum
melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru
berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan
langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,;

- Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk
dilakukan pemeriksan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi
terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapentutan

abai dengan permintaan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon
sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan
aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing
dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan
kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga
Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan
permohonan uji materil Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31
tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat
(4) dan Ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2)
dan Ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) Khusus
frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon
telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam
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Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1)
huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah

sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo.

lll. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
27. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan
Pasal 60

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda.

28. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik
Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan:

Pasal 78

1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam
Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
kembali;

2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian
UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama
dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat
dimohonkan  pengujian kembali dengan  syarat-syarat
konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang
bersangkutan berbeda.

29. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 30 Ayat 1 Huruf d UU Kejaksaan
16/2004 pernah diajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012. Berdasarkan
hal tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan
materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 16/PUU-X/2012 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh
Pemohon ,sebagai berikut:

A. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-V/2007
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Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007
meminta:

“Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007
menyatakan bahwa Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004
Bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada pokoknya
menyatakan:

“Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah melanggar dan
bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional
para Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakukan dan

Jjaminan perlindungan kepastian hukum”

Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-
V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan “ Permohonan Para

Pemohon tidak dapat diterima( niet ontvankelijk verklaard;

B. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012
meminta:

“Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU
31/19; Pasal 44 ayat (4) DAN Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2)
dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan
Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/Atau
Kejaksaan” dan “atau Kejaksaan” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”

“Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU
31/19; Pasal 44 ayat (4) DAN Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2)
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dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan
Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa “dan/Atau
Kejaksaan” dan “atau Kejaksaan” tidak mempunyai keuatan

hukum mengikat”

- Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012
menyatakan Pasal 30 Ayat 1 huruf d bertentangan dengan
Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan:
“Penyidikan oleh Kejaksaan melanggar Perinsip Negara
Hukum Berupa Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan,

Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil”

- Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan “ Menolak

Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-X/2012 yang
telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya
adalah mempermasalahkan Kewenangan penyidikan dan penuntutan
Kejaksaan yang tersebar didalam beberapa Undang-Undang, yang
diantaranya Pasal 30 Ayat (1) huruf d 16/2004, Pasal 39 UU 31/99;
Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
UU 30/2002 khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) UU
30/2002;

. PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-V/2007,
PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-X/2012 DENGAN PERMOHONAN
A QUO
Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 28/PUU-
V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 dengan
permohonan aquo adalah:

- Bahwa Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 belum sampai pada
pemeriksaan Pokok dikarenakan Pemohon dalam dan Permohonan
Nomor 28/PUU-V/2007 tidak memiliki legal standing;

- Bahwa Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 mempermasalahkan
kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana tertentu
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dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya
pengawasan, dan terjadi potensi abuse of power dikarenakan
kejaksaan memiliki wewenang ganda dalam hal ini penyidikan dan
penuntutan;

- Akan tetapi dalam permohonan a quo, mempermasalahkan

pentingnya dua instansi berbeda dalam Proses Prapenuntutan

sebagai check and balances proses penyidikan yanqg terabaikan

dengan adanya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak
pidana tertentu in casu tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat,
pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-
X/2012 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon
adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in
idem terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor 28/PUU-
V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012). Bahwa selain tidak
bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Pemohonnya,
alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda,
dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa

oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999

Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat
(5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa

‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional dengan

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

30. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan

hukum”
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31. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan:
“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan

undang-undang.”

32. Bahwa Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan tindak pidana Korupsi menyatakan:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan (sic),

dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama

oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”

33. Bahwa Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:
“Pasal 44 Ayat (4)

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara
tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan
penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada
penyidik Kepolisian atau kejaksaan

Pasal 44 Ayat (5)

Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib
melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan
kepada komisi pemberantasan korupsi”

34. Bahwa Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menyatakan:

Pasal 50 ayat (1)

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan
korupsi belum melakukan penyidikan, sedang perkara tersebut telah
dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut
wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya
penyidikan.

Pasal 50 ayat (2)

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus
dengan komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 50 ayat (3)
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Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak
berwenang lagi melakukan penyidikan.

Pasal 50 ayat (4)

Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian
dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan yang
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Bahwa kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu
sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah dilakukan pengujian di
Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, yang
mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat
kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya
tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat
penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu
(integrated criminal justice system), Mahkamah berpendapat:

Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai
ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan
penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan
keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi
aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;

Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk Undang-
Undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana
tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang.
Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan
diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan
penuntutan.”

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan
jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, sehingga
seharusnya pemerintah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, akan tetapi faktanya hingga saat ini pemerintah sebagai
pembentuk undang-undang abai dengan tumpang tindih kewenangan jaksa
sebagai penyidik sebagaimana mana Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
Bahwa pembiaran kewenangan jaksa sebagai penyidik telah
mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi
pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak
pidana korupsi, mengingat kewenangan jaksa sebagai penyidik telah
menghilangkan check and balance proses penyidikan;

Bahwa dikarenakan dalam Permohonan ini Pemohon beranggapan bahwa
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pentingnya dalam proses pra-ajudikasi dilakukan oleh dua instansi berbeda,
oleh karna itu Pemohon akan menguraikan perbedaan proses pra-ajudikasi
dilakukan oleh dua instansi berbeda dalam hal ini kepolisian selaku Penyidik
dan Jaksa selaku Prapenuntutan dengan Jaksa sebagai Penyidik dan Jaksa
sebagai Prapenuntutan, sebagai berikut:

a. Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan Prapenuntutan yang

dilakukan oleh Jaksa terdapat check and balances

Penyidik Prapenuntutan

Kepolisian Jaksa

Bahwa penyidik kepolisian dalam proses penyidikan mempunyai tugas
selain membuktikan dugaan unsur dalam tindak pidana juga melengkapi
berkas perkara sebagaimana permintaan/petunjuk Jaksa dalam proses
prapenuntutan;
Bahwa, selain itu juga dalam proses prapenuntutan, jaksa sebagai pra
penuntutan mempunyai tugas, meliputi:
- Mamantau perkembangan penyidikan;
- Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan penyidik;
- Mempelajari dan memberikan pertimbangan untuk perpanjangan
penahanan yang diminta oleh penyidiki;
- Memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara;
- Memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas
perkara;
- Meneliti tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik;
- Menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang
bukti dari penyidik;
- Melakukan pemeriksaan tambahan;
Bahwa pengaturan pembagian tugas penyidikan yang dilakukan oleh
Kepolisian dan Prapenuntutan maupun penuntutan yang dilakukan oleh
Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) telah menciptakan kepastian hukum terkait dengan pembagian
kewenangan, sehingga tercipta check and balance dalam proses

penyidikan/Prapenuntutan;
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Bahwa dalam hukum acara pidana dalam tahapan Pra Ajudikasi atau pra
penuntutan jaksa melakukan the screening prosecutor atau memeriksa hasil
penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian berupa BAP, apabila menurut
Jaksa/penuntut umum dirasa penyidikan yang dilakukan kurang lengkap
maka Kejaksaan meminta kepolisian untuk  menyempurnakan
penyidikannya;
Bahwa masukan jaksa untuk dilengkapi oleh penyidik dalam proses
pemeriksaan berkas perkara antara penyidik kepolisian dengan Jaksa
sebagai Prapenuntutan adalah fungsi kontrol dalam proses penyidikan,
sehingga penyidikan yang dihasilkan akan mencerminkan keadilan bagi
pencari keadilan;
Bahwa dalam proses penyidikan, tersangka mengajukan pemeriksaan
saksi/ahli yang berkaitan dengan perkara agar perkara menjadi terang, akan
tetapi penyidik sering mengabaikan permintaan tersangka tersebut, tetapi
dengan adanya Jaksa sebagai Prapenuntutan, permintaan tersebut dapat
diajukan kepada Jaksa Prapenuntutan sehingga terjadi kontrol dalam
proses penyidikan sehingga penyidik kepolisian tidak sewenang-wenang
dalam melakukan proses penyidikan;
Bahwa selain itu juga, sering terjadi petunjuk Jaksa Prapuntutan yang
diabaikan oleh Penyidik Kepolisian dalam proses penyidikan, sehingga
berkas perkara tidak dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan,
maka Jaksa Parpenuntutan dapat mengeluarkan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan (SKP2), hal tersebut merupakan cerminan check
and balances penyidikan;
Bahwa check and balance penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan
Prapenuntutan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut
Umum untuk menjaga overlapping antar kewenangan, sehingga pemegang
kewenangan tidak dapat sewenang-wenang;
b. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dan Prapenuntutan yang
dilakukan oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi tidak terdapat
check and balances sehingga menimbulkan kesewenangan-

wenangan dalam penyidikan.

Penyidik Prapenuntutan

Jaksa Jaksa
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Bahwa dengan diberikannya kewenangan Penyidikan dalam tindak pidan
tertentu menyebabkan Kejaksaan RI menjadi Superpower mengingat
bahwa Kejaksaan memiliki kewengan lebih selain melakuan Penuntutan
jaksa juga bisa sekaligus melakukan Penyidikan;

Bahwa pemberian wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat
(1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat
(5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) kusus frasa ‘dan/atau
Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuat Jaksa dapat
sewenangan-wenang dalam melakukan proses penyidikan, karena
Prapenuntutan/control penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh
Jaksa dilakukan oleh Jaksa juga, sehingga tidak ada control penyidikan
yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain;

Bahwa karena tidak ada fungsi kontrol tersebut, Jaksa sering mengabaikan
permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan tersangka untuk
dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat
terang suatu perkara;

Bahwa apabila permintaan tersebut diabaikan oleh jaksa sebagai penyidik,
dan diajukan oleh jaksa prapenuntutan yang notabene satu instansi dengan
penyidik, tentunya hal tersebut akan diabikan juga oleh Jaksa
Prapenuntutan, karena tidak ada lembagi lain yang mengontrol dan
memastikan proses penyidikan berjalan dengan baik serta mencerminkan
keadilan bagi pencari keadilan, dimana hal tersebut telah dialami sndiri oleh
Pemohon selaku Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap
Tersangka/Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi;

Bahwa selanjutnya, original intent atau hal-hal yang mendasari
pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30
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tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang

termaktub dalam Penjelasan bagian umum ditiap undang-undang, sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu
prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan
kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality
before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya,
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum,
keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan
norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta
wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

tindak Pidana Korupsi;

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi
yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang
dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan
dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam
rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana
korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari
tersangka atau terdakwa.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat

dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang
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pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh
berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-
badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana
korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan
secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
dengan berbagai instansi tersebut.
Bahwa hal-hal yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam Penjelasan bagian umum di
tiap undang-undang adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban
hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan sekaligus
perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa serta agar
tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi, akan
tetapi dengan adanya pemberian Kewenangan Penyidikan pada kejaksaan
dikaitkan dengan proses pra-ajudikasi (penyidakan dan prapenuntutan)
yang hanya dilakukan oleh kejaksaan sebagaimana uraian-uraian alasan
Permohonan a quo, justru menyebabkan ketidak pastian hukum, ketidak
adilan dan pelanggaran terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa;
Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas praduga tak bersalah
(Presumption of innocence) yang memiliki arti bahwa setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, di tuntut, atau dihadapkan di depan
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde);
Bahwa berdasarkan data mengenai jumlah terdakwa tindak pidana korupsi
yang di putus bebas berdasarkan data dari situs Mahkamah Agung, yang
Pemohon peroleh dari situs https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/
jumlah-terdakwa-bebas-di-tingkat-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-
tinggi-1501660735, adalah sejumlah 614 yang diantaranya merupakan hasil
dari Penyidikan kejaksaan RI dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun

putusan bebas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
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- Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4858 K/PID.SUS/2022
tanggal 28 Desember 2021 terhadap kasus korupsi izin usaha
pertambangan operasi produksi bauksit di Kabupaten Bintan, Provinsi
Kepri atas nama Harry A Molanda;

- Kasus Eks Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Terdakwa Korupsi Jiwa
Seraya Atas nama Fakhri Hilmi;

- Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2719 K/PID.SUS/2016
tanggal 20 Maret 2017 terhadap kasus tindak pidana korupsi atas
nama Rico Sia;

Bahwa berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang
telah dinyatakan sebagai tersangka kemudian menjadi terdakwa oleh
Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat diartikan bahwa orang
tersebut (tersangka/terdakwa) pasti melakukan tindak pidana korupsi atau
pasti bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan bahwa orang tersebut (tersangka/terdakwa) benar bersalah,
sehingga perlu adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak
para tersangka/terdakwa dalam proses pra-ajudikasi dan ajudikasi dan hal
tersebut dapat terwujud dengan adanya dua lembaga yang berbeda dalam
proses pra-ajudikasi atau prapenuntutan sebagai bentuk check and
balances dalam proses penanganan tindak pidana korupsi;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan pemerintah di DPR dalam
Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen
Kehakiman, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Rl NO 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana, hal 71 dan dalam Pedoman Pelaksanaan
KUHAP, yang Pemohon kutip pada buku yang berjudul Lay Judges Dan
Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana
Indonesia Karangan Luhut M.P Pangaribuan, pada halaman 129,
menyatkan:

“adanya dua instansi tersebut yaitu kepolisian dan Kejaksaan yang sama-
sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam
peraktek menimbulkan kesimpang-siuran karena tidak ada pembidangan
yang jelas dan tegas antara fungsi penyidik dan jaksa/penuntut umum.
karena itu didalam rancangan undang-undang tentang hukum acara
pidana ini diadakanlah suatu pembidangan yang jelas antara fungsi
penyidik dan jaksa/penuntut umum. Dalam rancangan undang-undang ini
ditentukan bahwa penyidikan sepenuhnya dilaksanakan polisi. Selain itu
ditentukan pula sebagai penyidik ialah pegawai negeri sipil tertentu ...
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dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan polisi... bilamana jaksa berpendapat bahwasanya belum
cukup unsur-unsur atau kurang lengkap hasil penyidikan yang diajukan
oleh pihak polisi, maka jaksa membuat catatan yang kemudian
diserahkan kembali kepada polisi untuk dilengkapi... perbuatan jaksa
atau penuntut umum dalam hal ini dinamakan penyelidikan lanjutan.
Untuk jelasnya maka penyidikan lanjutan “deiure” ada pada Jaksa
(agung) tetapi “defakto” ada pada polisi dan wajib dilaksanakan oleh polisi
sesuai dengan catatan jaksa/penuntut umum.”

57. Bahwa karena tidak ada tindakan dari Pembentuk Undang-Undang renvoi
terkait dengan tumpang tindih kewenangan, sebagai tindak lanjut dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 28/PUU-V/2007, maka
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang menjamin
terpenuhinya hak-hak konstitusi in casu jaminan kepastian hukum dan
keadilan bagi pencari keadilan maka sudah sepatutnya Mahkamah
Konstitusi menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang
Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana
Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal
50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal
50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Kejaksaan RI Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan tindak pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat;

4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan”,
Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan
Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti

P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3201020710680016 atas nama M. Yasin
Djamaludin;

2. Bukti P-2 . Fotokopi Kartu Tanda Anggota PERADI Nomor Induk

Anggota: 95.10368 atas nama Muhammad Yasin
Djamaluddin, S.H., M.H., dan Berita Acara Pengambilan
Sumpah atas nama Muhamad Yasin Djamaluddin, S.H.
Tanggal 19 Desember 1995 di Pengadilan Tinggi Irian Jaya,

3. Bukti P-3 . Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

4. Bukti P-4 . Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Bukti P-5 . Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

6. Bukti P-6 . Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Praperadilan Nomor:
1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tertanggal 27 Februari 2023;

7. Bukti P-7 . Fotokopi print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Nomor perkara: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap atas nama
Johannes Rettob, S. Sos., M.M. https://sipp.pn-
jayapura.go.id, diunduh pada tanggal 04 Maret 2023, dan
Sistem informasi Penelusuran Perkara Nomor perkara:
3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap atas nama Silvi Herawaty
https://sipp.pn-jayapura.go.id, diunduh pada tanggal 04
Maret 2023;

8. Bukti P-8 . Fotokopi Surat Nomor: B-375/R.1.5/Fd.1/02/2023 Perihal:
Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan
Barang Bukti tertanggal 23 Februari 2023 dari Kejaksaan
Tinggi Papua;

9. Bukti P-9 . Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 28/PUU-V/2007, tanggal 27 Maret 2008;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 16/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012;
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11. BuktiP-11 : Fotokopi print out berita “Kejati Papua: Berkas Perkara PJ
Bupati Mimika Masih Diteliti JPU”,
https://www.nokenlive.com/2023/02/22/kejati-papua-berkas-
perkara-pj-bupati-mimika-masih-diteliti-jpu/amp/, diunduh
pada tanggal 04 Maret 2023.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya, Pemohon juga

mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama DR. Jamin Ginting, S.H., M.Kn., yang
didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 11 Juli 2023 dan 2 (dua) orang saksi bernama Johannes Rettob dan lwan
K. Niode yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:
Ahli Dr. Jamin Ginting, S.H., M.Kn.

. POKOK PERMOHONAN PEMOHON
1. Bahwa Pokok Permohonan dalam Uji Materiil adalah ketentuan dalam:
a. Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu,
berdasarkan undang-undang.”
b. Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
tindak pidana Korupsi, yang menyatakan:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan,
dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-
sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan
militer”

c. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
menyatakan:
ayat (4):

“‘Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa
perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi
melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara
tersebut kepada penyidik Kepolisian atau kejaksaan “

Ayat (5):

“‘Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau
kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau
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kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan
perkembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi”

d. Bahwa Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, menyatakan:
ayat (1)

‘Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi
pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedang
perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau
kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi
pemberantasan korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

ayat (2)

“Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi
secara terus menerus dengan komisi pemberantasan korupsi.”

ayat (3)

“Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan
tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.”

ayat (4)

“‘Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian
dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan
yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera
dihentikan.”

Yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”

Il. PENDAPAT AHLI
Adapun urutan pendapat Ahli yang akan dikemukakan dalam dalam siding yang
mulia ini, disusun sedemikian rupa dengan dengan urutan:
1. PENDAHULUAN
a. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepa Majelis Hakim MK
yang mulia yang memberikan kesempatan kepada kami untuk
memberikan keterangan ahli terkait dengan dengan permohonan uji

materiil ini.
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b. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaats) yang
berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dimana sebagai
konsekuensi dari konsep negara hukum, negara harus menempatkan
hukum sebagai tingkatan paling tinggi, sehingga semua pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah harus menghormati dan menjamin Hak
Asasi Manusia (HAM) semua orang beserta kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan.

c. Bahwa selaras dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pasal ini mengakui,
menjamin dan melindindungi warga negara tanpa membeda-bedakan
berdasarkan ras, suku, agama warna kulit, agama dan kaya atau miskin
sebaga semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum.

d. Bahwa dengan demikian hak-hak setiap warga negara yang berhadapan
dengan hukum juga berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk
secara bebas memberikan pendapat tanpa tekanan dan berhak untuk

mendapatkan pendampingan hukum.

2. SEJARAH KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN

a. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan
perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi
diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu
di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana,
seperti reglement op de rechterlijke organisatie (RO. Stb 1847- 23 jo Stb
1848-57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman,
Inladsch reglement (IR Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur tentang
hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang
tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, reglement op
destrafvordering (Stb. 1849 nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum
acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan,
landgerechtsreglement (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323)
mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara
sumir untuk semua golongan penduduk. Disamping itu diterapkan pula
ordonansi-ordonansi untuk daearah luar Jawa dan Madura yang diatur
secara terpisah.

b. Ketentuan “Inlandsch Reglement” diperbaharui menjadi “Het Herzien

Inlandsch Reglement” (HIR), yang mendapat persetujuan Volksraad pada
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tahun 1941. HIR ini memuat reorganisasi atas penuntutan dan
pembaharuan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan
pendahuluan. Dengan hadirnya HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut
Umum (Openbare Ministrie) yang tidak lagi di bawah pamongpraja,
tetapi langsung berada di bawah Officer van Justitie dan Procucuer
General.
. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, melalui penerapan Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara
pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan
tambahan.
. Pada Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang mengatur
susunan serta kekuasaan Mahkamah Agung dan susunan Kejaksaan
Agung serta kekuasaan Jaksa Agung, dimana disebutkan dalam Pasal 3,
Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung adalah fungsi
pengawasan dalam sistem peradilan pidana:
“Pasal 3.
Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 2 ayat
3 dan 4, oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan polisi

dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.”

Terhadap penjelasan pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan:
“Oleh karenanya perlu diadakan dasar hukum (wettelijke grondslag)
untuk sebagian kekuasaan Jaksa Agung, yang perlu segera
ditegaskan.

Juga selayaknya diadakan aturan pengawasan atas para Jaksa dan

Polisi-pengusut perkara (rechtspositie)”

Sehingga Terminologi Penyelidik dan Penyidik hanya ada pada Polisi

yang disebutkan sebagai: polisi-pengusut perkara (rechtspositie)”

tidak ditemukan adanya Jaksa-pengusut perkara.

. Tahun 1861, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kembali

tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur bahwa Jaksa Sebagai

Penyelidik maupun penyidik, ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa

Kejaksaan Rebuplik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah

alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai
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Penuntut Umum.
Bahwa tidak ada satupun dalam UU ini yang menyebutkan bahwa

Kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan dan Penyidikan.

. Tahun 1981, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), segala peraturan yang
sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut, juga disebutkan dalam Pasal 13,
bahwa “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan
melaksanakan Penetapan Hakim.”
UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menganut system penuntut umum
tunggal (single prosecution system), sedangkan fungsi
penyelelidikan adalah Kepolisian dan fungsi Penyidikan ada di
Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pasal 4 dan
Pasal 6 KUHAP)
. Tahun 1991, diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal
1 ayat ke-1, menyebutkan “ Jaksa adalah pejabat yang diberi
wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Sedangkan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan:
Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang
ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Bahwa tidak ada satupun dalam UU ini yang menyebutkan bahwa
Kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan dan Penyidikan.
. Tahun 2004, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf D:
Pasal 30 ayat (1) huruf D:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan penuntutan, dan

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan undang-undang,”

Bahwa dengan adanya Pasal 30 ayat (1) D ini, maka kewenangan yang
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diberikan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya menjadi dasar
kewenangan dalam Penyidikan, yaitu dalam Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Pasal 44 ayat (4) Dan ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”, Pasal 50
ayat (1), ayat (2) Dan ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” Dan Pasal
50 ayat (4) Khusus Frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sehingga kewenangan Penyidikan sudah diberikan dalam tindak pidana
korupsi baru diatur kemudian dalam UU Kejaksanaan No. 16 Tahun 2004,
sehingga payung hukum pembentukan kewenangan Jaksa dalam
penyedikan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) Dan
Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan
Ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 Ayat (4) Khusus
Frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ada dalam
ketentuan UU Kejaksan pada Tahun 1991 dengan UU No. 5 Tahun 1991
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM KUHAP

a. Asas ini menyebutkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah
antara satu dengan yang lain.

b. Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
telah membagi fungsi masing-masing dalam Bab IV PENYIDIK DAN
PENTUNTUT UMUM, dimana tugas masing-masing dalam menjalankan
telah diatur bahwa Penyelidik adalah Setiap Pajabat Polisi Republik
Indonesia (Pasal 4) dan Penyidik adalah Pajabat Polisi Republik
Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang (Pasal 16) (Jaksa tidak termasuka dalam PPNS karena diatur
tersendiri), sedangkan Penuntut Umum melakukan tugas Penuntutan dan
Melaksanakan Penetapan Hakim (Pasal 13) dan dijelaskan uraian tugas
Jaksa dalam Pasal 14 KUHAP.

c. Koordinasi dan fungsi pengawasan diberikan kepada Jaksa sejak

dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai
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Pasal 109 KUHAP jo Putusan MK No. 130/PUU-XI111/2013, sebagai
bentuk peran pengawasan sebagaimana diamat dalam Pasal 14 huruf b,
hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta Jaksa untuk memberikan
petunjuk dalam pra penuntutan dalam rangka penyempurnaan
penyidikan dari penyidik. Dengan peran ini, maka seharusnya peran
penyelidikan dan penyidikan setelah adaya KUHAP ini tidak lagi diberikan
kepada Jaksa, karena akan membuat bias fungsi check and Balances
dalam pengawasan, dimana, penyelidik dan penyidik adalah Jaksa dan
Penuntut Umum juga Jaksa, ego sectoral dan emosional institusi untuk

saling melindungi akan mengaburkan fungsi pengawasan.

. Oleh karena itu berdasrka Amanah Mahkamah Konstitusi Nomor

28/PUU-V/2007 untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi

penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum demi

tegaknya sistem peradilan pidana tertentu. Yang berpendapat:

1) Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai
ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan
penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum
dan keadilan bagi pencari keadilan, serta jaminan kepastian hukum
bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2) Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk
undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam
tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak
lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang
sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka Jaksa hanya
berwenang melakukan penuntutan.

. Bahwa berdasarkan Penelitian Dr. Yudi Kristiana, SH, M.Hum dalam

bukunya : Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan,

Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pldana Korupsi, terbitan masyarakat

Transparansi Indonesia, halaman 116-121, terkait dengan banyaknya

jumlah penghentian penyelidikan oleh Jaksa Penyelidik dalam

Tindak Pidana Korupsi di Kejati Jateng, yang dikutip sebagai berikut :

“Penghentian Penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi
(TPK) oleh Jaksa lebih banyak terjadi di tingkat penyelidikan
dibandingkan tahap Penyidikan. Dalam kurun waktu
September 1999 s.d. April 2005 jumlah 494 «1 sisa tahun
sebelumnya 37, sehingga jumlah keseluruhan 531. Jumlah
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Penyelidikan yang dihentikan 362, Jumlah Penyeledikan
yang ditingkatkan ke Penyidikan 169,...dst”

Hal ini menunjukkan fungsi penyelidikan dan Penyidikan dalam TPK di
Kejaksaan sangat besar dilakukannya pemberhentian Penyelidikan tanpa
alasan yang jelas, penghentian penyidikan tersebut karena kebijaksaan
Pimpinan, lalu Pertanyaan kepada siapa SPDP peyidikan diberikan ?
apakah akan professional?

Bahwa dengan demikian asas diferensiasi fungsional dalam KUHP,
banyak Lembaga yang menciptakan kewenangan sendiri yang berdapak
pada biasnya fungsi masing-masing Lembaga dan terjadi tumpah tindih
kewenangan yang berdampak pada egoism sectoral dalam menjalankan
fungsi dan tugas masing-masing

Berikut bentuk tumpah tindihnya fungsi penegak hukum tersebut dalam

tindak pidana korupsi

Peran Polisi, KPK dan Jaksa dalam proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan

Pasca Ajudikasi

e Menahan tersangka

o Memohon pencekalan
terhadap tersangka

¢ Memohon pemblokiran,
pembekuan asset
terdakwa dan asset lain

pidana korupsi

Lembaga Pra Ajudikasi Ajudikasi Pasca Ajudikasi
Penyelidik dan | e« Penyidikan Terhadap Saksi Mengembalikan asset
Penyidik seluruh tindak pidana | sehubungan yang ditahan kepada
Kepolisian (termasuk tindak pidan | dengan negara sesuai dengan
korupsi) penyidikan dan putusan peradilan yang
e Penyidik terhadap penyelidikan (jika | telah mempunyai
seluruh tindak pidana diperlukan) kekuatan hukum tetap
¢ Menahan tersangka
e Memohon pencekalan
terhadap tersangka
e Memohon
pemblokiran,
pembekuan asset
terdakwa dan asset
lain yang kaitannya
dengan tindak pidana
e Penyitaan aset
KPK ¢ Penyelidikan dan Melakukan e Mengembalikan
penyidikan terhadap penuntutan asset yang ditahan
tindak pidana korupsi terhadap tindak kepada Negara

sesuai dengan
putusan peradilan
yang telah memiliki
kekuatan hukum
tetap

¢ Melakukan
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yang ada kaitannya
dengan tindak pidana
e Penyitaan asset
¢ Menahan dan
menyimpan aset

perampasan aset

Kejaksaan

Melakukan penyelidikan

dan penyidikan khusus

untuk  tindak  pidana

ekonomi, tindak pidana

korupsi, tindak pidana

pencucian uang dan

tindak pidana khusus

lainnya

e Menahan tersangka

e Memohon pencekalan
terhadap tersangka

e Memohon pemblokiran
pembekuan asset
terdakwa dan asset lain
yang ada kaitannya
dengan tindk pidana

¢ Penyitaan asset

¢ Menahan dan
menyimpan aset

e Melakukan
penuntutan
terhadap
seluruh
pidana

o Mewakili
Negara
melakukan
gugatan
perdata
terhadap asset
yang diduga
dari tindak
pidana

tindak

Melaksanakan putusan

dengan
Perampasan
tindak pidana
Melakukan eksekusi
hukum penjara
Mengembalikan
kepada negara asset
yang ditahan sesuai
dengan putusan
peradilan yang telah
memiliki kekuatan
hukum tetap

asset

h. Bahwa dalam diferensiasi fungsional yang seharusnya dipatuhi adalah

menempatkan fungsi masing-masing penegak hukum sesuai dengan

peran dan kedudukan yang telah diamanatkan dalam KUHAP dan dapat

dilihat dalam gambar berikut yaitu struktur saat ini dan struktur

kelembagaan yang benar dan seharusnya :

GO 13 of 15

-

Dari 2 diagram ini, sehingga Hakim MK dapat mempertimbangkan untuk :

1. Membatalkan kewenangan KPK sebagai penuntut umum (prosecutor),
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karena akan memberikan perlakuan ganda (double treatmen!) bagi suatu
jenis tindak pidana yang sama sehingga rasa keadilan dalam masyarakat
tidak dapat tercapai karena adanya diskriminasi dalam hal penuntutan,
sebaiknya kewenangan penuntutan diberikan hanya kepada Kejaksaan
Republik Indonesia yang mewakili kepentingan masyarakat dalam
melakukan penuntutan bukan hanya dalam kasus pidana umum tetapi
juga dalam semua tindak pidana.

2. Menghapus kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang dimiliki oleh
Kejaksaan Republik Indonesia sebaiknya kedudukan tersebut diberikan
kepada lembaga penyelidik dan penyidik (investigator body) hal ini untuk
menghindarkan kekuasaan yang absolute dari Kejaksaan Republik
Indonesia karena kewenangan yang diberikan pada satu institusi mulai
dari penyelidikan, penyidikan dan penuntuan pada suatu lembaga yang
sama sehingga fungsi control terhadap obyektifitas dari penegak hukum
tersebut akan hilang karena luasnya kewenangan yang diberikan,
sebaiknya kedudukan penyelidik dan penyidik diserahkan kepada para

investigator body.

4. PENDAPAT AKHIR

Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan
sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus termasuk tindak pidana
korupsi adalah kesalahan yang seharusnya sudah wajib diperbaiki karena
akan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan
Kepolisian sepantasnya penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi
sepenuhnya kewenangan dari KPK dan atau Kepolisian dan oleh karena
sejak awal pemberlakuan HIR sampai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP dan UU No. 5 Tahun 1991 tidak pernah dikenal Jaksa sebagai
Polisi-pengusut perkara (rechtspositie)” atau mempunyai fungsi penyelidikan
dan penyidikan, tetapi Lembaga Kejaksaan adalah penuntut umum tunggal
(single prosecution) di mana fungsi lembagaan adalah dalam penuntutan.

Sehingga sampailah kami pada pendapat akhir kami, bahwa perlu diberikan
norma baru dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) Dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”,
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Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) Dan Ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” Dan
Pasal 50 Ayat (4) Khusus Frasa dan/atau Kejaksaan' Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dengan menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal-Pasal tersebut
dinyatakan dicabut atau dihapus sehingga memiliki frasa baru, guna
menjamin perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana yang
diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Saksi Johannes Rettob

Saksi menjelaskan bahwa pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Mimika
sebanyak 1 kali dan dokumen yang diminta belum diserahkan.

Bahwa menurut saksi, kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Kejati
Papua hanya dalam waktu 1 bulan saja tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut.
Bahwa menurut saksi, ketika dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka
tersebut, penyidik bertanya “apakah akan mengajukan saksi yang
meringankan?” dan saksi kemudian menunggu untuk pemeriksaan tahap 2.
Saksi belum sempat mengalami pemeriksaan tahap 2 namun kasusnya
ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Bahwa terhadap hal tersebut, saksi bersama kuasa hukumnya mengajukan
keberatan pra peradilan karena hak asasi saksi pada saat menjadi tersangka
tidak dilaksanakan oleh jaksa, namun kasus saksi tersebut justru telah
didaftarkan oleh jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Bahwa proses persidangan kasus saksi kemudian tetap berjalan bersama
dengan pra peradilannya hingga pada akhirnya gugatan pra peradilan saksi
digugurkan dan perkara pokoknya pun oleh Majelis Hakim ditolak. Selanjutnya
jaksa penuntut umum mendaftarkan berkas perkara yang lain dan proses
persidangan saat ini masih berjalan.

Bahwa pada saat proses persidangan perkara lain a.n saksi masih berjalan,
Kejati Papua kemudian membuat surat kepada Mendagri serta Gubernur Papua
Tengah yang pada pokoknya meminta memberhentikan saksi sebagai PIt.
Bupati Mimika. Dan saat ini saksi telah diberhentikan dari jabatannya untuk
sementara.

Bahwa pada saat saksi ditetapkan sebagai tersangka, saksi menjalani
pemeriksaan dan saksi bersama kuasa hukum kemudian mengumpulkan saksi-

saksi. Jaksa yang memeriksa saat itu bertanya apakah akan menghadirkan
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saksi dan saksi beserta kuasa hukumnya menyatakan “akan mengajukan”,
setelah itu saksi kemudian menunggu panggilan untuk proses pemeriksaan
selanjutnya. Namun, pada saat menunggu tersebut, saksi justri mendapatkan
surat terkait dengan pelimpahan berkas tahap 1.

Saksi merasa dirugikan karena persiapan yang telah dilakukan menjadi sia-sia
olehkarena itu saksi beserta kuasa hukum tidak hadir saat penyerahan berkas
tahap Il dari Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut termuat
dalam Berita Acara. Menurut saksi terhadap kasus yang melibatkannya terkesat
terburu-buru dan terdapat usaha politisasi terhadap kasusnya. Saksi merasa
dikriminalisasi dan dizolimi karena begitu cepat prosesnya, terlebih lagi proses
tersebut diikuti dengan adanya surat kepada Menteri Dalam Negeri terkait
dengan pemberhentian saksi sebagai Plt. Bupati Mimika diikuti dengan unjuk
rasa yang menuntut hal yang sama. Unjuk rasa tersebut kemudian berhenti
ketika saksi diberhentikan sebagai PIt. Bupat Mimika, sehingga menurut saksi
target sebenarnya adalah pemberhentian dirinya dan hal tersebut sangatlah
merugikan hak-hak konstitusionalnya.

Bahwa terkait dengan pengajuan saksi dalam proses pemeriksaan

dipersidangan, saat ini saksi baru akan mengajukan untuk diperiksa.

Saksi lwan K. Niode

Saksi merupakan salah satu penasihat hukum dari Johannes Rettob dalam
perkara tindak pidana korupsi yang persidangannya masih berlansung di
Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura.

Saksi membenarkan pernyataan Johannes Rettob yang akan menghadirkan
saksi yang dapat membantu meringankan ataupun memperjelas posisi kasus a
quo kepada Jaksa Penyidik, namun tidak ada pemeriksaan saksi yang
dimaksud hingga perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri.
Sehingga kuasa hukum pun mengajukan surat kepada Kejaksaan terkait
dengan tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut.

Saksi menyatakan bahwa ketika proses pra peradilan berlangsung secara tiba-
tiba berkas perkara Johannes Rettob dilimpahkan kepada pengadilan negeri,
dan hal tersebut menurut saksi merupakan hal yang tidak lazim serta bentuk
kesewenang-wenangan dari penuntut umum karena dalam pemeriksaan
Johannes Rettob tidak diberikan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat

meringankannya.
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Saksi menyatakan bahwa Jaksa Penyelidik atau Jaksa Penyidik dengan Jaksa
Penuntut Umum dalam perkara yang dimaksud adalah Jaksa yang sama.
Bahwa menurut pengalaman saksi selama menjadi kuasa hukum, pengajuan
saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ketika perkara tindak
pidana umum maupun perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh kepolisian
biasanya langsung dihadirkan dan kemudian dijadwalkan untuk dilakukan
pemeriksaan.

Bahwa menurut pengalaman saksi, jika memang kepolisian merasa proses
penyidikannya cukup, baru akan dilimpahkan kepada kejaksaksaan dan jika
kejaksaan merasa bukti-bukti itupun masih kurang maka akan dikembalikan
kepada kepolisian. Dan jika berkas tersebut sudah diperbaiki dan dilengkapi
maka dilimpahkan kembali kepada kejaksaan dan dinyatakan hasil penyidikan
sudah lengkap (P21) yang disertai dengan penyerahan tersangka juga barang
buktinya. Sehingga dari proses tersebut terdapat check and balances antara
kepolisian dengan kejaksaan.

Bahwa menurut saksi, berdasarkan pengalaman saksi, kepolisian dalam hal ini
memiliki kompetensi (baik kapasitas maupun sumberdaya manusia) untuk
melakukan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Nahwa menurut saksi, terkait dengan kasus yang ditanganinya (Kasus
Johannes Rettob), saksi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara
tersebut permintaan untuk menghadirkan saksi tersebut telah dicatatkan dalam
BAP. Menghadirkan saksi tersebut penting bagi tersangka terlebih lagi saksi
telah berusaha untuk mengumpulkan saksi-saksi yang meringan tersebut. Jika
menghadirkan saksi dilakukan dalam persidangan, hal tersebut merugikan
tersangka karena saksi yang telah ada tersebut akan sulit lagi dicari untuk

dihadirkan dalam sidang pemeriksaan.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan

Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17

Mei 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada

tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN DPR RI
Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan

permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR
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RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian
undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan
berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4
ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan
Putusan MK Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-

V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum justru teraktualisasikan dalam Pasal a quo yang
mengatur mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam hal proses
penyidikan atas kasus-kasus pidana khususnya tindak pidana korupsi.
Pemohon adalah bukan pihak yang terkait langsung dengan UU a quo
karena Pemohon bukanlah Penyidik Jaksa, Penyidik Kepolisian, ataupun
Penyidik KPK. Oleh karena itu secara yuridis, tidaklah berdasar jika
Pemohon berkedudukan sebagai Pihak dalam perkara permohonan a quo,
yang jelas-jelas tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Pihak dalam
perkara permohonan pengujian UU a quo.

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang
yang diuji

Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat mendalilkan
mengalami kerugian akibat adanya kewenangan Penyidikan yang

diberikan kepada Jaksa sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (1)
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huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, dan Pasal 44 Ayat (4) dan
Ayat (5) dan Pasal 50 UU KPK, dikarenakan tindakan kesewenang-
wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon
pada proses prapenuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi.
Kerugian yang didalilkkan Pemohon tersebut menunjukan tidak adanya
pertautan antara Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan batu uji yang digunakan
dan Pasal yang dimohonkan pengujiannya, sehingga jelas tidak ada
kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal-
Pasal a quo. Dengan demikian dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo tidak
menghalangi Pemohon dalam menjalankan profesinya juga tidak
mengurangi ataupun melanggar hak dan/atau kewenangan konstituional

Pemohon.

. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon maka tidak terdapat kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal-Pasal a quo.
Selain itu, kerugian yang didalilkan Pemohon hanya merupakan
dugaan/asumsi Pemohon belaka tanpa ada keterkaitannya dengan diri

Pemohon.

. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon secara spesifik (khusus) dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan
sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan
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konstituonal yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal
a quo.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya
ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan
Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi
Pemohon. Sehingga tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam
pengujian materiil ini, DPR memberikan pandangan selaras dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamabh:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada
kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal
dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda
dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama
dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de
Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan
bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum* (no action without

legal connection).

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan
tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah
Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur
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dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI
berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan
kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum
Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian Pasal-
Pasal a quo UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan terhadap UUD NRI
Tahun 1945.

B. PANDANGAN UMUM

1. Bahwa ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin
meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah
menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya
dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu,
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin
ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kepentingan masyarakat.

2. Bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali
akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian
nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada
umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi
masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi
dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi
suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya
tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar
biasa.

3. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia

telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi
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tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya-upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terus

dilakukan penguatan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

dimana Komisi Pemberantasan Korupsi:

a. dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan
memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner”
yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan
secara efisien dan efektif;

b. tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan;

c. berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada
dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);

d. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang
telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas
dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
(superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau
kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk

lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan
kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-

perubahan tersebut diatas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
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wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu
mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan
kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai
kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses
pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung
dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban
untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan
negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

6. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana
tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-
undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk
melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Tipikor, dan UU KPK.

C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) telah menganut sistem penyelesaian pidana secara
terpadu atau integrated criminal justice system. Sebagai suatu sistem,
proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi
fungsional, diferensiasi tersebut dimaksudkan agar setiap aparat penegak
hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya.
Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan
wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara
yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu,
diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme
saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum,
sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana
dengan efektif dan serasi (harmonis). Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga
mengandung pengertian pembagian peran antara kewenangan
penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang

dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal,
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yaitu pembedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam
ranah eksekutif.
. Bahwa dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan
wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya,
tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen
harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena
alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian
wewenang khusus kepada komponen tertentu, sehingga diperlukan
koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai
pengecualian tersebut.
. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-Undang
yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 itu
antara lain adalah UU Kejaksaaan. Bahwa pemberian kewenangan
mengenai diferensiasi fungsi (kewenangan) bagi masing-masing penegak
hukum tersebut merupakan ranah politik hukum pembentuk undang-
undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan
undang-undang. Bahwa selain KUHAP terdapat undang-undang yang
memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu
untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
antara lain:
a. UU Kejaksaan;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia;
c. UU KPK;
d. UU Tipikor.
. Bahwa secara historis, Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak
pidana korupsi sejak masa berlakunya Het Herziene Inlandsch Reglemen
(HIR), kewenangan tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai
berikut:
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Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan,
kewenangan yang demikian menjadikan Jaksa sebagai koordinator
bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan.

Pada Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur
secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam
penyidikan. Selanjutnya pada tahun 1971, disahkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak
hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengoordinir tugas
kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
Pada Tahun 1981, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan
tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan,
sedangkan kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak
Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Namun, Pasal 7 ayat (2) KUHAP membuka
peluang bagi adanya Lembaga lain diluar Kepolisian dan PPNS jika

diatur dalam ketentuan khusus dalam Perundang-undangan.

5. Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa

untuk melakukan penyidikan, antara lain:

a.

Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;

. Pasal 26 jo Pasal 39 UU Tipikor;

Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (10), dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

. Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 50 ayat (1) UU KPK;
. Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan;

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU

Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan
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demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya
berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu
pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (regel), tetapi
merupakan suatu pengecualian (exceptie). Pengecualian semacam itu
sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk
menangani hal-hal yang bersifat khusus.

. Bahwa sebagai perbandingan pengaturan mengenai kewenangan Jaksa
dalam penyidikan di negara lain seperti Belanda, Perancis, dan Jerman
tugas jaksa memang melakukan penyidikan dan sebagai penyidik dan
dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa Jaksa
melakukan penyidik terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP-

nya (Berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,

M.H. dalam Perkara Nomor 28/PUU-V/2007)

. Bahwa khusus terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah
meluas dalam masyarakat dan perkembangannya yang terus meningkat
serta jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak
pidana yang dilakukan semakin sistematis. Tindak pidana korupsi yang
meluas dan sistematis tersebut dalam upaya pemberantasannya tidak lagi
dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara khusus. Salah

satu metode penegakan hukum secara khusus adalah dengan pemberian
kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari
satu institusi penegak hukum, tujuannya agar dapat diwujudkan "checks
and balances”, karena apabila salah satu penyidik mengabaikan
kewenangannya dan tidak menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana
korupsi, maka dapat dilakukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat
ditegakkan secara optimal.

. Bahwa selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendasari kewenangan
Jaksa sebagai penyidik:

a. Diharapkan dengan diberikannya kewenangan bagi Jaksa untuk
melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan dalam tindak pidana
korupsi, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah
menyebabkan terjadinya ‘bolak-balik perkara’ antara penuntut umum

dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan
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penyidikan maka dapat menghindari permasalahan tersebut, sehingga
proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.

. Bahwa dengan adanya kewenangan Jaksa dalam melakukan

penyidikan dibeberapa tindak pidana tersebut, maka secara praktis
akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya
sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih
efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian
oleh Jaksa sejak awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat
dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan
terjadi selama persidangan.
Bahwa pada praktik dunia internasional, terdapat Guidelines on the
Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27
August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/ CONF.144/28/Rev.| at 189
(1990), dimana disebutkan bahwa:
“Prosecutors shall performa an active role in criminal proceedings,
including institutions of prosecution and, where autorized by law or
consistent with local practice, in the investigations, Supervision of
the execution of Court decisions and the exercise of other functions

as representatives of the public interest’.

Pada intinya berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik
internasional sah apabila Jaksa melakukan penyidikan, mengawasi
sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan
dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela
kepentingan umum, karena Jaksa merupakan leading sector dalam
penindakan tindak pidana. Bahwa peranan Jaksa memiliki tugas
pengusutan, dimana tugas pengusutan itu termasuk kegiatan
penyelidikan dan penyidikan didalamnya. Dengan demikian, peran
Jaksa untuk menyidik kasus-kasus tertentu ini sudah melekat dan

sudah menjadi praktik dalam dunia internasional.

11. Pemohon mendalilkan bahwa dengan diberikannya kewenangan

Penyidikan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan Kejaksaan RI
menjadi superpower mengingat bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan

lebih selain melakukan penuntutan, Jaksa juga bisa sekaligus melakukan
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penyidikan (vide Perbaikan Permohonan Pemohon hal. 22). Terhadap

dalil tersebut DPR RI menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi

kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah

sebagaimana menurut hukum acara pidana (Asas Dominus Litis).

b. Bahwa meskipun Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan

penuntutan atas nama negara dan diberikan kewenangan untuk

melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, namun tentunya tidak

lepas dari segi pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan

kewenangan dari Jaksa tersebut antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

Presiden

Bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang jabatannya
dipersamakan dengan anggota kabinet dan diangkat serta
diberhentikan oleh  Presiden sehingga Jaksa Agung
bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian, maka
tugas dan wewenang yang dijalankan Kejaksaan akan dikontrol
penuh oleh Presiden (vide UU Kejaksaan).

Majelis Kode Perilaku

Sebagaimana diatur melalui Peraturan Kejaksaan Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor Per—014/A/Ja/11/2012 Tentang
Kode Perilaku Jaksa. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa
jaksa harus mematuhi prinsip-prinsip integritas, kemandirian,
ketidakberpihakan dan perlindungan dalam melaksanakan
tugasnya. Oleh karena itu, dalam hal apabila terdapat tindakan
serta bukti yang menunjukan jaksa melakukan tindakan sewenang-
wenang dalam melaksanakan tugasnya, pihak yang dirugikan atau
masyarakat umum dapat mengajukan pengaduan atau pelaporan
ke lembaga pengawasan vyaitu Majelis Kode Perilaku yang
bertugas sebagai wadah yang dibentuk di lingkungan Kejaksaan
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan
terhadap dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
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Dalam hal apabila terdapat tindakan serta bukti yang menunjukan
jaksa melakukan pelanggaran hukum atau bersifat sewenang-
wenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, pihak
yang dirugikan atau masyarakat umum dapat mengajukan
pengaduan atau pelaporan pada Komisi Kejaksaan yang memiliki
tugas sebagai berikut (vide Website Komisi Kejaksaan yang
diakses dari https://komisi-kejaksaan.go.id/tugas-dan-wewenang/):

a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap
kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan
tugas kedinasannya.

b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap
sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam
maupun di luar tugas kedinasan.

c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,
kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia di lingkungan Kejaksaan.

d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil
pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana
tersebut huruf a, huruf b, dan huruf ¢ untuk ditindaklanjuti.

4) DPRRI
Bahwa DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang serta kebijakan pemerintah dalam kerangka
representasi rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya
atas kinerja pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan, kepada DPR RI
untuk ditindaklanjuti, khususnya kepada Komisi Ill DPR RI yang
memiliki ruang lingkup dalam bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
dan Keamanan dengan mitra kerja yang salah satunya adalah

Kejaksaan Agung.

12. Bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah diajukan pengujian
ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji yang sama yakni
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 28/PUU-
V/2007 dan Nomor 16/PUU-X/2012. Dalam perkara tersebut Mahkamah
konstitusi telah memutus dan menyatakan “ditolak” dan “tidak dapat

diterima”, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak perlu menerima,
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memeriksa, dan menguji kembali Pasal a quo dan sudah sepatutnya
Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon

untuk seluruhnya karena permohonan a quo nebis in idem.

D. RISALAH PEMBAHASAN UU TIPIKOR, UU KPK, DAN UU KEJAKSAAN
Bahwa Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis,
sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI mencantumkan risalah
pembahasan UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan yang terkait dengan
ketentuan Pasal UU a quo terdapat pada:
1. Rapat Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1991
Tentang Kejaksaan Dengan Pemerintah (7 Februari 2004)
Jaksa Agung Muda — Pemerintah
“...kalau kita melihat di dalam pertumbuhan umum tentang peran
Jaksa sesuai dengan konferensi PBB tentang prevention of ......... ,
khususnya tentang deadline on the road of law speaker. Di sana
ditegaskan bahwa perannya law speaker di dalam kegiatan tugas-
tugasnya itu sudah melekat, karena sebenarnya tugas pengusutan
itu adalah termasuk mulai kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
Dengan demikian sebenarnya peran Jaksa untuk menyidik kasus-
kasus tertentu yang sudah secara internasional yang mungkin kasus-
kasus pelanggaran negara-negara tertentu.”
2. Rapat Panitia Kerja Ruu Tentang Perubahan Atas Uu No. 5 Tahun
1991 Tentang Kejaksaan Dengan Pemerintah (6 Februari 2004)
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, S.H. - F.PG
“...secara tegas prinsip-prinsip dari sebuah negara yang menganut
paham supremasi hukum itu lembaga pemegang kekuasaan
penyidikan itu harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik
dari eksekutif maupun dari legislatif. Itu konsep yang saya pahami
seperti itu. Oleh karena itu rumusan kata-kata ini bisa dipahami/bisa
dimengerti sebetulnya adalah yang diharapkan. Nah, Kejaksaan di
dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terutama dalam
rangka tugas-tugas penegakan hukum kan ini yang sebetulnya dia

tidak bisa diintervensi oleh siapapun.”
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E. PETITUM DPR RI
Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan
pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal
Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401), Pasal 39 UU Tipikor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874), Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) UU, dan
Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU KPK (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap
memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, DPR juga

mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.,
yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023 dan
didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Prolog

Cita hukum Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk
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selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita
hukum itu ialah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum
yang adil bagi semua pihak. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai
dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian
(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket). Keadilan merupakan tujuan
hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu

sarana untuk mewujudkan keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum menekankan “supremasi hukum” dan
‘persamaan di muka hukum” sebagai sesuatu yang fundamental. Dicey
merumuskan unsur-unsur Rule of Law, yakni: supremasi aturan-aturan hukum (the
absolute supremacy or predominance of regular law), kedudukan yang sama di
hadapan hukum (equality before the law, or the equal subjection of all classes to the
ordinary law of the land administrated by ordinary law courts) dan adanya jaminan
terhadap hak-hak asasi manusia (a formula expressing the fact that with us the law
of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a
constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of

individuals as defined and enforced by the countries

Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas
hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama
kedudukannya di dalam hukum. Konsep negara hukum juga selalu dikaitkan dengan
penegakan hukum dan termasuk politik hukum dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Rahardjo menyatakan bahwa politik
hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai

tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perkara uji materiil terhadap Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
Tipikor), Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan
Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (UU Kejaksaan), maka yang menjadi pokok persoalan adalah
perihal kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana tertentu (in
casu tindak pidana korupsi). Perkara demikian sangat terkait dengan aksiologi

hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945 (UUD 1945). Dalam kaitan itu, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu
tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tapi juga prinsip-prinsip (principles).
Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin,
memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka
metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah memilih prinsip yang
memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah.

B. Analisis
1. Kedudukan Hukum Pemohon

Permohonan uji materiil terhadap terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 Ayat
(4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 UU KPK dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan,
sebagaimana dimohonkan, menurut terlebih dahulu disampaikan hasil kajian
menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Hasil analisis

menunjukkan, sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945.

Uji materiil yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan dan
urgensitasnya dengan norma undang-undang sebagaimana dimaksudkan
dalam permohonan. Objek permohonan tidak ada keterhubungan dan
kausalitasnya dengan konstitusionalitas norma. Dalil Pemohon menunjuk pada
implementasi norma terkait dengan pengalamannya dalam membela klien.
Demikian itu tidak termasuk dalam cakupan uji materiil oleh Mahkamah
Konstitusi. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 ditujukan kepada pihak yang secara
langsung mengalami akibat konstitusionalitas norma pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum. Dengan kata lain, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi

sebagai Pihak dalam perkara a quo.

2. Pemohon tidak mengalami kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan

konstitusional.

Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian akibat adanya kewenangan
penyidikan yang diberikan kepada Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, dan Pasal 44 Ayat (4)
dan Ayat (5) dan Pasal 50 UU KPK, dikarenakan tindakan kesewenang-
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wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak klien Pemohon pada
proses prapenuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi hanyalah sebatas
asumsi. Terlebih lagi demikian itu adalah ranah proses bekerjanya hukum
pidana (in casu tindak pidana korupsi) dan bukan termasuk cakupan pengujian
konstitusionalitas norma terhadap UUD 1945. Seharusnya jika ditemukan
adanya dugaan penyimpangan terhadap proses hukum dan oleh karenanya
terjadi pengabaian hak, maka salurannya adalah melakukan Praperadilan.
Adanya kerugian harus menunjukkan adanya sebab-akibat (kausalitas) antara
Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
didalilkan Pemohon dengan batu uji yang digunakan dan Pasal yang
dimohonkan pengujiannya. Kausalitas sebagaimana dimaksudkan tidak
ditemui dalam perkara a quo. Sejumlah pasal-pasal yang dimintakan pengujian
sama sekali tidak mengurangi, ataupun melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon. Dalil kerugian yang disampaikan tidak beralasan dan
tidak berdasar hukum. Dengan demikian, objek permohonan dipandang tidak
pada tempatnya. Tidak pada tempatnya tentu bertentangan dengan keadilan

itu sendiri. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Pada prinsipnya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional
harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menunjuk
pada kondisi adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional terhubung dengan
kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sepanjang
tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional serta kerugian yang
terjadi, maka mustahil ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial.
Dalam perkara a quo, Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidaknya bersifat potensial sebagaimana yang dipersyaratkan. Terlebih lagi
kerugian yang didalilkan hanya merupakan asumsi belaka dan oleh karenanya

tidak menjadi dasar dalam permohonan uji materiil.
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4.  Objek Permohonan tidak mengandung adanya hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan

undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Kausalitas demikian signifikan dan menentukan suatu sebab yang
menimbulkan akibat tertentu. Pada hakikatnya ajaran kausalitas diperuntukkan
untuk mencari suatu perbuatan yang terjadi dan perbuatan tersebut menjadi
sebab timbulnya suatu akibat. Kualitas menunjuk pada keadaan dimana
Pemohon telah memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk
mengajukan pengujian norma undang-undang. Dalam perkara a quo, diketahui
bahwa Pemohon tidak mengalami suatu kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstituonal

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

5. Objek perkara yang dimohonkan tidak mengandung suatu kemungkinan
bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan tidak terpenuhinya alasan kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional dan tidak adanya kausalitas antara kerugian yang didalilkan
Pemohon dengan norma dalam Pasal-Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak
permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan
implikasi apapun bagi Pemohon. Sehingga tidak relevan bagi Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon.
2. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi
dimaksudkan guna mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam
sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), penyidikan dan
penuntutan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem,
maka dalam penyidikan dan penuntutan didalamnya terdapat hubungan fungsional,
sehingga satu sama lainnya saling tergantung. Sejalan dengan hal ini Kusnardi dan
Ibrahim mengatakan bahwa sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa
bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun
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hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Dengan demikian hubungan itu
menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu

bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.

Marmosudjono, mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu,
unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola
penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan
(administration of criminal justice system) pelaksanaan peradilan dan lembaga
pemasyarakatan. Integrated criminal justice system adalah suatu usaha untuk
mengintegrasikan semua komponen, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai
dengan yang dicita-citakan."

Penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan yang walaupun dapat
dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Pada keduanya terdapat keterpautan.
Titik taut hubungan antara penyidikan dan penuntutan tampak eksistensinya dalam
tahap Prapenuntutan. Kedudukan Jaksa dalam sistem peradilan pidana bersifat
sangat menentukan. Dikatakan demikian, oleh karena merupakan jembatan yang
menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang

pengadilan.

Hukum tentunya membutuhkan adanya sistem. Hukum tanpa adanya sistem,
maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-
elemen dalam hukum harus saling bekerjasama dalam satu kesatuan untuk
mencapai tujuan hukum. Dalam pengintegrasian sistem hukum terdapat tiga faktor
penting yakni, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal
structure) dan budaya hukum (legal culture). Ketiga faktor tersebut harus ada dan
berlaku tetap, dan masing-masingnya saling memberikan kontribusi. Penyidikan dan
penuntutan oleh Kejaksaan merupakan bagian dari pengintegrasian sistem
penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hubungan fungsional antar keduanya
sangat terkait erat dengan keberadaan sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian,
penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa dimaksudkan guna terselenggaranya
penegakan hukum tindak pidana korupsi yang cepat dan pasti (quick and certain

enforcement), dengan pendekatan sinergi dan kolaborasi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tentunya tidak
sederajat dengan pelaku tindak pidana lainnya, oleh karena itu undang-undang
memberikan kekhususan kewenangan pada Kejaksaan dan KPK dalam
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pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penanganan tindak pidana
korupsi tidak sederajat dengan tindak pidana umum lainnya. Dalam kaitan ini
Atmosudirjo mengatakan jikalau orang-orang yang tidak sederajat (unequal)
diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (equally) akan timbul
ketidakadilan. Oleh karena itu, kekhususan dalam UU Kejaksaan yang mengatur
tentang kewenangan penyidikan dimaksudkan sebagai bentuk “pengecualian” guna

mewujudkan keadilan.

Kewangan Jaksa dalam fungsi penyidikan tindak pidana korupsi yang
merupakan suatu “pengecualian” dalam hukum sejalan adagium “tidak ada hukum
tanpa pengecualian” (no law without escape clause). Pada prinsipnya pengaturan
pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian
tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Oleh karena
Jaksa sebagai pihak yang berperan dalam proses pembuktian di Pengadilan, maka
menjadi relevan jika terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa memiliki peran sebagai

Penyidik dan Penuntut Umum.

Perlihal pengecualian bagi Jaksa melakukan penyidikan ditegaskan dalam
Pasal 284 Ayat (2) KUHAP. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 17 PP Nomor 27
Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP. Menurut Seno Adji bahwa
pengecualian yang dimaksud adalah bahwa Jaksa masih sebagai penyidik dalam
perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana ekonomi sebagaimana
diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP masih diperkenankan berlangsung terus
hingga tiba saatnya diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai Hukum Acara

Pidana.

Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 28/PUU-V/2007, menyebutkan
tentang perihal “pengecualian” terkait dengan kewenangan Jaksa dalam bidang

penyidikan, sebagai berikut:

“Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan
wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi
untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus
melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-
alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang
khusus kepada komponen tertentu, sebagai pengecualian sehingga ada
kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara
aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau
ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut’.
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“Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan,
bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian,
kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk
tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu
bukan merupakan aturan yang bersifat umum (regel), tetapi merupakan suatu
pengecualian (exceptie). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam
pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang
bersifat khusus.”

Menjadi jelas bahwa perihal “pengecualian” diperlukan dalam suatu undang-
undang dalam rangka menjalankan suatu ketentuan yang bersifat khusus yakni

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keberadaan Jaksa dalam perannya sebagai penyidik didasarkan pada
pertimbangan antisipatif dan prediktif. Disini antisipatif sebagai suatu sistem
tentunya beradaptasi untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang
dihasilkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dan termasuk
upaya perbaikannya guna mempersiapkan model ideal di masa depan. Dalam
upaya prediktif dimaksudkan agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada apa
yang terjadi, namun lebih dari itu berfokus pada apa yang akan terjadi dan
bagaimana mengerahkan sumber daya secara efektif guna mencapai hasil yang
ideal. Dalam kaitan itu perihal pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan
pendekatan yang terintegrasi, sistemik, dan komprehensif. Dengan demikian, peran
Jaksa dalam melakukan fungsi penyidikan dan sekaligus penuntutan dimaksudkan
agar terwujud hasil yang maksimal. Tidak dimaksudkan disini sebagai upaya
superioritas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dengan itu
menegasikan fungsi penyidikan yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Pendekatan

kontemporer yang berlaku lebih menekankan pada aspek sinergi dan kolaborasi.

Sejalan dengan pertimbangan antisipatif dan prediktif, maka apabila benar-
benar diyakini bahwa fungsi penyidikan oleh Kepolisian dalam penanggulangan
tindak pidana korupsi telah maksimal, maka barulah dilakukan pemisahan fungsi
penyidikan dan penuntutan. Jaksa tidak lagi melakukan fungsi penyidikan tindak
pidana korupsi. Dalam kaitan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-

undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu,

maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya,

apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada
Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.”

“Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya
melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus-
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kasus pelaksanaan wewenang penyidikan di antara sesama aparat penegak
hukum.”

Mengacu pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka peranan
penyidikan oleh Kejaksaan pada saat ini tetap diperlukan. Mahkamah Agung juga
telah mengeluarkan pendapat/fatwa Nomor KMA/102/111/2005 tanggal 9 Maret 2005,
dimana pada pokoknya fatwa tersebut menegaskan pendirian Mahkamah Agung
bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi sesudah berlakunya UU Tipikor.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Mahkamah Agung tersebut sejalan
dengan aksiologi hukum konstitusi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D

Ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan “kepastian hukum yang adil”.

Konstitusi mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam/kodrat dengan
mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan
aliran postivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang
menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan demikian,
peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil, maka harus
mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural, diekspresikan
dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu
keputusan. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada hukum acara. Pada keadilan
hukum, diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan
dengan penjatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolok

ukur keadilan hukum adalah asas legalitas.

Kelsen mengatakan, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang
berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada
penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui
penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif
tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Mengacu pada pendapat
Kelsen, maka keberadaan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak

bertentangan dengan kepastian hukum.

Kebenaran dan keadilan menurut Sisworo merupakan dwitunggal, satu
terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu
tindakan yang berdasar pada kebenaran. Begitu juga dalam kaitannya dengan

peranan Jaksa dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan
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dengan kebenaran dan keadilan. Keberadaannya sesuai dengan penerapan tata
hukum positif yang menjadi pilihan pembentuk undang-undang.

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada
tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan
sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang
(proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang
sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang
berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan
diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok
ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya.

Menurut Aristoteles, keadilan menunjuk pada perimbangan (proporsi).
Aristoteles menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan
pada kebutuhan yang tidak bersifat tetap (natural). Perbedaan keadilan
konvensional dengan keadilan natural adalah menunjuk pada cakupannya. Sesuai
dengan namanya, keadilan natural bersifat statis. Diberikan untuk semua lapisan
masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas
tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada
bentuk pemerintahan.

Nasution mengatakan bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan
bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami
pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Menurutnya, dalam versi
modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan
dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak

sama.

Dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan aturan
‘pengecualian”, maka hal itu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan sebangun
dengan kaidah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Sejalan dengan hal
ini, terdapat kaidah figh yang berbunyi “maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu”.
Artinya jika tidak dapat seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Oleh karena
itu, keberadaan Kejaksaan dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi untuk

masa sekarang tidak dapat dinegasikan. Terlepas dari adanya kekurangan, namun
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terdapat pula kemanfaatan. Oleh karena itu, walaupun tidak semuanya, namun tidak
pula ditinggalkan seluruhnya.

C. Konklusi

Permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 Ayat (4) dan
Ayat (5), dan Pasal 50 UU KPK dan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak
memenuhi persyaratan. Pemohon telah salah pihak (error in persona) dan salah
objek (error in objecto). Dapat dikatakan kedudukan hukum atau kualitas Pemohon

tidak memenuhi syarat (legal standing).

Keberadaan Kejaksaan merupakan sebagai badan resmi dengan kewenangan
yang diturunkan dari UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan Jaksa dalam
penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan aksiologi hukum yang
dianut oleh UUD 1945.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden

menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juni
2023, dan tambahan keterangan, yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal
26 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

|. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menguiji ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf
d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, yang mengatur:
“ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan
wewenang:

.I.\/.I’elakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang;

”

2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan
bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan
Peradilan Militer.”

3. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’ Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yang mengatur:
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(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa
perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi
melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara
tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib
melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan
perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau
kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi
secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau
kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

5. Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
mengatur:

Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau
kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan
oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

6. Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
yang mengatur sebagai berikut:

“‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum”.

Il. DALIL-DALIL PERMOHONAN

1. Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh
kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau
Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Khusus frasa atau
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Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa dan/atau Kejaksaan' Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, telah merugikan PEMOHON yang berprofesi sebagai

Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan Jaksa yang telah

mengabaikan hak-hak dari klien PEMOHON (Tersangka/Terdakwa) dalam

proses Prapenuntutan;

2. Bahwa terlebih, yang dialami oleh PEMOHON selaku kuasa dari tersangka
yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan
jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut:

a. Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara
belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap
Tersangka,

b. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum
melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru berkas
perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung
melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,;

c. Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk dilakukan
pemeriksan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang dan hal
tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Prapentutan abai dengan
permintaan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon
sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan
aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing
dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan
kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga
Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan
permohonan uji materil Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang
Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana
Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal
50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal
50 ayat (4) Khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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4. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon

telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1)
huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah

sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo.

. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah

berpendapat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun

2003), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-

undang, yaitu:

a.
b.

C.
d.

Perorangan Warga Negara Indonesia;

Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Badan hukum publik atau privat; atau

Lembaga Negara.

2. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus

memenuhi syarat, yaitu:

a.

Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuiji;

Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi

terjadi.
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3. Pemerintah telah mempelajari Permohonan perkara Nomor 28/PUU-
XXI1/2023 dalam pengujian ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon:

M. Yasin Djamaludin, pekerjaan Pengacara, beralamat di Kota Wisata
Cluster Nebraska SJ 1 No.08, RT.004/RW.024, Desa Ciangsana,
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

5. Kerugian Pemohon:

a. Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh
kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5)
Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
Khusus frasa atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa dan/atau
Kejaksaan' Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan Pemohon yang
berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan
Jaksa vyang telah mengabaikan hak-hak dari klien Pemohon
(Tersangka/Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan;

b. Pemohon selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah
menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik
dengan fakta sebagai berikut:

1) Bahwa tanggal 21 februari 2023, Jaksa menyatakan berkas perkara
belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap
Tersangka,

2) Bahwa tanggal 23 Februari 2023, Jaksa selaku penyidik belum
melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tersangka, tetapi justru
berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan
langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut

Umum;
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3) Dalam proses penyidikan juga, Tersangka telah meminta untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi
terang dan hal tersebut diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa
Prapentutan abai dengan permintaan tersebut;

6. Berdasarkan Kedudukann hukum dan dalil-dalil kerugian Pemohon tersebut
pemerintah memberikan keterangannya terhadap legal standing Pemohon
sebagai berikut:

a. Bahwa atas uraian kedudukan hukum (legal standing) yang disampaikan
oleh Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat
menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara
pemberlakuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’,
Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan’
dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korups, yang kemudian menurut anggapan Pemohon telah
menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berdasarkan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945.

b. Tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang
yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang menjadi kerugian
konstitusional yang didalilkan Pemohon.

c. Pemohon dengan sendirinya menyatakan bahwa dinamika dalam
proses penyidikan tersebut dianggap telah mengabaikan hak-hak dari
klien Pemohon, dan bukan kerugian Pemohon sebagai Advokat,
berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas telah sangat jelas bahwa
anggapan kerugian yang diklaim oleh Pemohon merupakan anggapan
kerugian yang dialami oleh klien Pemohon, sedangkan permohonan
diajukan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai
Advokat/Pengacara atau bukan diajukan oleh klien Pemohon.

d. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, tidak terpenuhinya kerugian
konstitusional Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud (vide Pasal 51 ayat (1) UU MK jo.
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Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang)
sehingga prinsip point d interet point d action (apabila ada kerugian hak
maka memiliki dasar mengajukan permohonan) tidak terpenuhi, maka
maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
permohonan a quo.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon tidak memenuhi kualifikasi
sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah
tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara
bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard).

IV. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIUJI
1. Penjelasan Umum Terhadap Materi yang di Mohonkan

Penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam proses peradilan
pidana yang merupakan tahapan awal dalam penegakan hukum terhadap
berbagai peristiwa tindak pidana yang terjadi. Pasal 1 ayat (2) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-
undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1
ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidikan diatur dengan
norma yang dinamis sesuai dengan system hukum acara pidana dengan
memberikan kewenangan penyidikan secara alternatif dengan kata “atau”
tidak hanya polisi hamun juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu.
Sedangkan kata “tertentu” penyidik juga dapat dilakukan oleh pejabat
pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.
Tujuan pengaturan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP disamping dalam
rangka memberikan pelayanan hukum yang dinamis sesuai perkembangan

kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum juga dalam
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rangka memberikan kepastian hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum
yang diharapkan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan kewenangan Kepolisian adalah aparat yang
mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan, namun dalam hal
perkara khusus berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidikan juga dapat
dilakukan oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kewenangan Jaksa sebagai penyidik oleh undang-undang telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia dalam ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan
“Tugas dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus,
kewenangan jaksa sebagai penyidik juga banyak diatur dalam peraturan lain
seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,
Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010. Berdasarkan perkembangan
hukum, Jaksa yang diberi kewenangan sebagai penyidik, telah ditegaskan
dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-X/2012. Dalam pertimbangannya,
Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak melarang adanya fungsi ganda
dan memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti lembaga Kejaksaan
diberi wewenang untuk melakukan penyidikan melalui peraturan setingkat
undang-undang, sehingga kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan
tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah
Konstitusi tersebut selain memberikan kepastian hukum yang sesuai
dengan norma ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP secara konstitusional
tetap membenarkan dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945,
fungsi jaksa sebagai penyidik.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik berdasarkan implementasi

juga diperkuat melalui profesi Jaksa dalam konteks internasional diatur
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mengenai kendali penuh atas suatu perkara sejak tingkat penyidikan yang
diatur pada Guideline on The Role of Prosecutors yang diadopsi dari The
Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment
of Offenders, Havana, Cuba 1990, pada bagian Role in Criminal
Proceedings, bahwa Jaksa memiliki peran yang aktif termasuk jika diizinkan
oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

“Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings,
including institution of prosecution and, where authorized by law or
consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision
over the legality of these investigations, supervision of the execution of
court decisions and the exercise of other functions as representatives
of the public interest.”

Berdasarkan kaedah hukum pidana kewenangan Jaksa sebagai
penyidik yang telah diatur dalam berbagai undang-undang merupakan
pengaturan ketentuan hukum acara khusus lex specialist derogate legi
generalis sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang
dinamis, yang dapat sebagai fungsi kontrol dalam penyidikan. Kerjasama
penyidikan dengan penyidik kepolisian atau berbagai penyidik lain juga
dalam rangka untuk menutupi kekosongan hukum pada keadaan tertentu.
Berdasarkan pandangan umum tersebut kewenangan penyidikan lembaga
Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,
pengaturan kewenangan penyidikan lembaga Kejaksaan merupakan
pengaturan yang bersifat khusus, yang sumber kewenangannya harus
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-
undang.

2. Keterangan Pemerintah Terhadap Pasal-Pasal yang di Mohonkan
Pemohon
a. Penjelasan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d yang dimaksud Tugas dan
Kewenangan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,
dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana
tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

. Penjelasan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa norma ketentuan Pasal 39 berkaitan dengan ketentuan Pasal 27
“‘Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya,
maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.
Jika terjadi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dapat
dibentuk tim gabungan yang secara norma Jaksa Agung menjadi
koordinator dalam penanganan dan mengendalikan penyidikan.
Sedangkan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, berdasarkan
Pasal 40 maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat
(1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer tidak dapat diberlakukan.

. Penjelasan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau
Kejaksaan’ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) merupakan ketentuan alternatif
sebagaimana ketentuan ayat (3) “dalam hal penyelidik melakukan
tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi
menghentikan penyelidikan”. Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau
dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau
kejaksaan. Jika kepolisian atau kejaksaan menerima limpahan
penyidikan dalam pelaksanaanya kepolisian atau kejaksaan wajib
melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

. Penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
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Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
merupakan ketentuan yang bersifat koordinasi kewenangan antar
Lembaga Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan
Kejaksaan yang memuat kewajiban-kewajiban untuk saling koordinasi,
dengan memberi tahu tentang hal penyidikan yang dilakukan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun jika Komisi Pemberantasan
Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan
tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan
dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh

kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

3. Keterangan Pemerintah Terhadap Dalil-Dalil yang dimohonkan

Pemohon

a.

Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d yang memberikan Kejaksaan tugas dan
wewenang melakukan penyidikan telah telah memberikan jaminan dan
kepastian hukum yang adil hal tersebut telah dinyatakan dalam
pertimbangan hukumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam paragraf [3.13.6]
antara lain mempertimbangkan, “Dengan demikian kewenangan polisi
sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-
Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum
lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan
penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan,
‘Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang
diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain
adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi,
“Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-
undang’.

Bahwa kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tidak dilakukan
semena-mena yang dapat melanggar hak asasi manusia khusus
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terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan

Pasal 50 ayat (1), dan ayat (2):

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan,
sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh
kepolisian  atau kejaksaan, instansi tersebut  wajib
memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi
secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dalam implementasinya tidak

terjadi tumpang tindih fungsi penyidikan berdasarkan Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi:

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau
kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian
dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi,
penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut
segera dihentikan

Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga telah selaras

dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di siding pengadilan, dengan peran serta masyarakat
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa kewenangan Kejaksaan sebagi penyidik telah memberikan

kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi

dalam kepastian hukumnya kewenangan kejaksaan sebagai penyidik
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telah diatur berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan
peran kejaksaan sebagai penyidik merupakan penutup telah terjadinya
kekosongan hukum serta membantu efektivitas pemberantasan korupsi
sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga perlu menyusun jaringan
kerja networking yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada
sebagai "counter partner" yang kondusif sehingga pemberantasan
korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

e. Bahwa penyidikan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana
tertentu terutama tindak pidana korupsi masih tetap dapat dikontrol
sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2): Penyidikan yang dilakukan
oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

f. Terhadap dalil yang sifatnya kasus konkret merupakan dalil yang tidak
beralasan hukum yang tidak dapat digunakan sebagai dalil
konstitusional.

g. Berdasarkan tanggapan atas dalil-dalili pemohon pemerintah
berkeyakinan bahwa dalil-dalil terhadap pasal-pasal yang diuji tidak
beralasan hukum dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat
(5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Pasal 30 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5),

Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30
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Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);

3. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak
dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1),
ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang

bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Presiden juga menyerahkan tambahan keterangan, yang diterima
Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan keterangan tambahan terhadap pertanyaan
pertanyaan yang disampaikan Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., perkenankanlah
Pemerintah untuk menyampaikan tambahan keterangan kerugian konsitusional
Pemohon yang sebelumnya sudah dibacakan. Pemerintah berpandangan bahwa
kerugian yang didalilkan Pemohon tidak bersifat langsung, dengan uraian sebagai
berikut:

a. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi hak dan/atau kerugian kewenangan
konstitusional (vide Pasal 51 ayat (1) UU MK), terdapat beberapa putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan batasan pengertian
berkaitan dengan hak dan/atau kerugian konstitusional yakni sifat kerugian
konstitusional harus bersifat langsung dialami yang dimaknai kerugian tersebut

harus secara langsung berkaitan dengan diri Pemohon (be himself among the
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injured, directly injuy), hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam
pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 024/PUU-
IV/2006, halaman 12 alinea 2, Pertimbangan Hukum angka [3.11.2] putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-VI/2006, halaman 12 alinea 2:

“Menimbang bahwa Pemohon adalah pensiunan Anggota Polri, maka
menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pensiunan Anggota Polri
secara hukum memiliki kualifikasi yang sama dengan Anggota Polri yang
masih aktif sehingga dapat bertindak seolah-olah sebagai Anggota Polri
yang masih aktif? Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang
juga telah merupakan norma yang berlaku secara universal, pensiunan
tentara atau polisi tidaklah sama statusnya dengan tentara atau polisi
aktif. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan permohonan a quo,
Pemohon tidaklah dapat bertindak seakan-akan Anggota Polri aktif.
Sebagai pensiunan (mantan) Anggota Polri, Pemohon juga tidak dapat
mengatasnamakan Anggota Polri yang masih aktif, karena kata “nya”
dalam frasa "hak dan/atau kewenangan konstitusional “nya” sebagaimana
tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK mempersyaratkan bahwa
kerugian itu haruslah kerugian yang dialami (diderita) — nya sendiri,
bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain”

Pertimbangan Hukum angka [3.11.2] putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
28/PUU-V/2007:

“[3.11.2] Di samping itu, yang didalilkan sebagai kerugian oleh Pemohon |
adalah yang timbul sebagai akibat dari kedudukan Pemohon |
selaku isteri dari Pemohon Il yang diduga melakukan tindak
pidana. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan langsung
antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan
pengujian dan hal-hal yang oleh Pemohon | dianggap
sebagai kerugian. Tanggung jawab pidana bersifat individual.
Oleh karena itu, jikalaupun dianggap terdapat kerugian hak
konstitusional dalam kasus a quo sebagai akibat diberlakukannya
Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, maka kerugian demikian
melekat pada Pemohon Il yang diduga melakukan suatu tindak
pidana. Tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat diperluas
menjadi tanggung jawab Pemohon I, kecuali jika Pemohon I
secara individual turut serta melakukan atau membantu
melakukan perbuatan pidana yang disangkakan terhadap
Pemohon Il. Dengan demikian, selain tidak ada hak
konstitusional Pemohon | yang dirugikan, juga tidak ada
hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
perorangan dimaksud dengan berlakunya undang- undang yang
akan diuji. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat
bahwa Pemohon | tidak mempunyai legal standing untuk
mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut”

b. Kedudukan Pemohon dalam permohonan uji materiil a quo adalah warga negara

Indonesia yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, dengan demikian
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Pemohon yang mempunyai profesi sebagai advokat tidak mengalami kerugian
konstitusional secara langsung terhadap pemberlakuan materi, ayat dan Pasal
yang dimohonkan pengujian, hal ini sebagaimana juga diakui oleh Pemohon
dalam permohonannya angka 23, yang menyatakan, sebagai berikut:
‘Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh
kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5)
Khusus frasa atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
Khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa
‘dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah merugikan
PEMOHON vyang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan tindakan

kesewenang-wenangan Jaksa yang telah mengabaikan hak-hak dari klien
PEMOHON (Tersangka /Terdakwa) dalam proses Prapenuntutan,”

c. Kedudukan Pemohon sebagai pengacara adalah membela kepentingan klien
Pemohon sebagai tersangka/terdakwal/terpidana, namun permohonan a quo,
klien Pemohon tidaklah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan
permohonan uji materiil, melainkan Pemohon yang berprofesi sebagai
pengacara memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Anton
Febrianto, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., dan
Putra Rezeki Simatupang, S.H., yang kesemuanya berprofesi sebagai

pengacara juga.

Selanjutnya Pemerintah menyampaikan keterangan tambahan terhadap
pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H.,
M.H., pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP terhadap kewenangan
penyidikan Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Sejarah hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya pada saat
pemberlakuan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sampai dengan
perubahan-perubahannya menyebutkan Kejaksaan memegang peranan
untuk menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid)
dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan
(doelmatigheid) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan,
sehingga sesuai dengan peranan tersebut menempatkan Jaksa sebagai
dominus litis dalam pengendalian perkara pidana dan satu-satunya institusi

yang dapat menentukan apakah suatu perkara pidana tersebut dapat
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diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Salah satu bagian yang tidak dapat
dipisahkan dalam proses penuntutan adalah Penyidikan.

. Pengecualian kewenangan Penyidikan Kejaksaaan terhadap tindak pidana
tertentu secara universal diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) United
Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (Statuta
Roma) yang menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM Berat

adalah Jaksa.

. Ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasan, mengatur

sebagai berikut:

Pasal 284 ayat (2) KUHAP:

“(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan,
maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-
undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-
undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak
berlaku lagi.”

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP:

‘a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah
dilimpahkan ke pengadilan.

b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan
tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun
1955);

2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
(Undang-undang Nomor 3 tahun 1971); dengan catatan bahwa
semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut
pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau
dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”

. Rumusan sebagaimana termuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta
Penjelasannya, merupakan ketentuan peralihan yang Dbersifat
eksepsionalitas berkaitan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, hal ini sebagaimana pendapat
ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang termuat di dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 28/PUU-V/2007, yang menyebutkan
sebagai berikut:

‘Bahwa sifat eksepsionalitas artinya dalam dua tahun kepolisian itu
sebagai penyidik untuk tindak pidana umum, tapi untuk tindak pidana
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tertentu karena sifat eksepsionalitasnya ditegaskan di sini dalam
Pasal 284, tetapi kalau terjadi perubahan atau pencabutan. Itu
pendekatan asas lex certa harus diartikan secara tegas, pasal ini bersifat
eksepsional. Jadi kewenangan itu tetap berlaku untuk tiga tindakan tadi
di penjelasannya sudah disebutkan, undang-undang tindak pidana
korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Subversi sudah dicabut
jadi tindak pidana korupsi belum dicabut, jadi kewenangan itu sebagai
sifat eksepsional ini tetap berlaku. Ketentuan mengenai jangka
waktu dua tahun untuk tindak pidana tertentu yang disebut disini
masih tetap mengikat pada kejaksaan, kalau ini diartikan sebagai lex
certa, tapi kalau sudah dianggap sudah tidak berlaku mempunyai asas
juga lex posterior derogate legi priori, inilah yang berlaku, Undang-
Undang Kejaksaan memang punya kewenangan untuk melakukan
penyidikan, berdasarkan pendekatan dari sejarah, jadi historis
sosiologis pendekatan yuridis, pendekatan filosofis memang kejaksaan
masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk
tindak-tindak pidana tertentu.”

5. Sifat eksepsionalitas ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP terhadap
kewenangan Penyidikan Kejaksaan terhadap tindak pidana tertentu juga
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah beberapa kali diubah
terakhir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (“PP KUHAP”) beserta penjelasan, dikutip sebagai berikut:

Pasal 17 PP KUHAP:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa,
dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.”

Penjelasan:

“‘Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur
secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh
penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang
ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas
kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan

oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat
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penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang

mengaturnya.”

6. Memperhatikan ruang lingkup dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal
17 PP KUHAP berikut penjelasannya, pendapat ahli Prof. Dr. Indriyanto
Seno Adji, S.H., M.H. yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor Nomor 28/PUU-V/200 serta mengingat Undang-Undang tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku
asas lex posteriori derogate legi priori dan asas lex specialis derogate legi
generali, maka tidak terdapat disharmonisasi antara kewenangan
Penyidikan dengan pemberlakuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

b. Diferensiasi fungsional pada lembaga penegakan hukum
Bahwa Prof. Indriyanto Seno Adji dalam perkara uji materiil Nomor:
28/PUU-V/2007, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

‘Dalam konstitusi RIS Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan
penyidikan terhadap pejabat tinggi, dan di Inggris serta Scotlandia
tadinya jaksa tidak menyidik, dan sekarang diberi wewenang menyidik
dan supetrvisi penyidikan;”

“Pendapat yang memisahkan dan mengkotak-kotakkan antara tugas dan
fungsi penegak hukum, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut
umum dan seterusnya lebih dekat dengan separation of powers.
Perkembangan sistem Anglo Saxon adalah seperti pendapat Prof. James
Q. Wilson yang mengatakan, bahwa yang dinamakan separation of
powers harus diartikan sebagai separation of institution of sharing power,
yang lebih mendekati distribution of power, yang diartikan sebagai kerja
sama antara penegak hukum. Alasan filsofisnya ada perkembangan yang
sudah berubah antara pemaknaan separation of power menjadi
distribution of power atau yang dinamakan juga sharing of power. Apa
yang dinamakan alasan filosofis bukan selesai terhadap persoalan
integrated criminal justice system, tetapi juga fungsi kontrol terhadap apa
yang dinamakan pengawasan melalui joint investigation. Konsep
distribution of power juga ditekankan oleh United Nations Asian Far East
Institute (UNAFEI) sejak tahun 1980 yang tidak menghendaki teori
domino yang mengkotak-kotakkan, yang justru menimbulkan
ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum;”
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‘Dalam hubungan dengan pendapat Harold Baker tentang eksistensi
model kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dari alasan filosofis,
juridis juga sosiologis historis, ada kaitan dengan model due process of
law dengan crimes control model (CCM), di mana CCM itu lebih mengacu
pada separation of power, tapi kita sejak KUHAP sudah mengikuti apa
yang dinamakan model due process of law yang lebih mendekatkan diri
kepada konsep distribution of power, di mana ada kerja sama joint
investigation untuk tindak pidana tertentu,”

Keterangan Prof. Indriyanto Seno Adji yang disampaikan sebagaimana
termuat dalam putusan permohonan uji materiil nomor 28/PUU-V/2007
tersebut di atas, memberikan suatu gambaran bahwa pola due process of law
yang dikembangkan dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki
preferensi terhadap konsep distribution of power dan bukan separation of
power, yang terintegrasi dalam joint investigastion untuk tidak pidana tertentu.

Joint investigation tersebut dalam konteks penanganan tindak pidana
korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga di antaranya Kejaksaan Republik
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut dibuktikan dengan politik hukum
pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kewenangan
penyidikan tindak pidana korupsi pada ketiga lembaga tersebut.

Implementasi dari politik hukum tersebut, teraktual dapat diidentifikasi
melalui perubahan 2 (dua) Undang-undang yang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian penjelasan
menerangkan bahwa perubahan yang dilakukan dalam undang-undang a quo,
diharapkan dapat:

1. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan
aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian
dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.



83

2. Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan
institusi yang telah ada sebagai "counterpartner” yang kondusif sehingga
pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif,
efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan;

3. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan
hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan

4. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada
dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga, berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa
pembentuk undang-undang menginginkan adanya satu kesatuan aparatur
lembaga pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersama-
sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan
terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam suatu
jaringan kerja (networking), memperlakukan institusi lain seperti kepolisian
dan/atau kejaksaan sebagai counterpartner, mengurangi ketimpangan
hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan
menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
serta melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada
dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Dengan demikian konsep integrated criminal justice system
yang dikembangkan oleh pembentuk undang-undang dalam penanganan
perkara, in casu penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai
konsep distribution of power bukan separation of power yang dilembagakan
melalui joint investigation sebagaimana keterangan Prof. Indriyanto Seno Adji
sebagai Ahli dalam perkara uji materiil Nomor: 28/PUU-V/2007.

Konsep joint investigation tersebut kemudian diimplementasikan ke
dalam ketentuan di antaranya pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10A dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
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tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebutuhan
kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan konsep
distribution of power melalui joint investigation tersebut dilatarbelakangi oleh
kondisi dan risiko bangsa Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam
undang-undang a quo:

“Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan
membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian
nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada
umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi
masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat
digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu
kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak
lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara- cara yang luar
biasa.”

Selanjutnya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetap memberikan
kewenangan kepada lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (vide Pasal 30
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Berdasarkan perubahan terhadap 2 (dua) undang-undang tersebut di
atas, secara eksplisit, pembentuk undang-undang mengatur lembaga
Kejaksaan tetap diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan
dalam pelaksanaan kewenangan dengan 2 (dua) lembaga lain dilakukan
dengan satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan dalam hal ini
Kejaksaan RI, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama
melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi dalam suatu jaringan kerja (networking) dan
counterpartner, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan
wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan

kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya
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bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
melalui konsep distribution of power.

c. Penghormatan (to Respect) dan Perlindungan (to Protect) terhadap
Fudamental Rights dalam KUHAP

Bahwa salah satu paradigma yang dikembangkan di dalam KUHAP

adalah mengenai fundamental rights, yang ditandai dengan menempatkan

tersangka atau terdakwa sebagai subyek dan bukan obyek dalam penanganan

penyelesaian perkara pidana atau dalam kajian literatur hukum diidentifikasi

sebagai pendekatan due process of law.

Pendekatan tersebut, kemudian dielaborasi ke dalam Bab VI (Tersangka
dan Terdakwa). Pemerintah dan negara tentunya memiliki kewajiban untuk
menghormati (to respect) dan melindungi (to fulfiil) hak-hak tersangka atau
terdakwa tersebut dalam tataran normatif, yang kemudian dilakukan
pemenuhan (to fulfill) dalam tataran implementatif.

Dalam rangka penghormatan (to respect) dan perlindungan (to protect)
terhadap hak-hak tersangka, melalui Bab X (Wewenang Pengadilan untuk
Mengadili), khusus pada bagian kesatu ‘Praperadilan’ telah dilembagakan
suatu wewenang bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu
perkara, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP mengenai sah
atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi
seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan, yang bahkan dilakukan perluasan melalui beberapa putusan
Mahkamah Konstitusi.

In casu mengenai, anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh
klien Pemohon, sebagaimana yang telah disampaikan pada Keterangan
Presiden, dapat diajukan ke pengadilan negeri melalui sarana praperadilan,
yang dalam pembentukannya diadaptasi dari perkembangan Harbeas Corpus.
Sehingga tidak semua anggapan tindakan sewenang-wenang dalam proses
penegakan hukum dianggap sebagai akibat dari suatu pertentangan norma

yang diatur dalam undang-undang terhadap UUD 1945.

Demikian keterangan tambahan Presiden disampaikan dalam permohonan uji
materiil Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
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Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 44 ayat (4) dan ayat
(5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
merupakan satu kesatuan dalam keterangan Presiden yang telah dibacakan oleh
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada persidangan hari Rabu
tanggal 7 Juni 2023.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Presiden

mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum.,
yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2023 dan
didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada

tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga sebagai politik hukum pidana
mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan penanggulangan
kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi
satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan.
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan
bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana penal?
oprasionalnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Tahap formulasi (kebijakan
legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (Kebijakan
administratif). Kebijakan penegakan hukum melalui sarana penal ini didalam
pelaksanaannya memerlukan sinergi dari ketiga tahap tersebut diatas. Sebab
apabila salah satu dari tahapan di atas tidak bekerja sebagaimana mestinya akan
menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana. Dari tiga tahap tersebut,
tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, sebab apabila terjadi
kelemahan dalam kebijakan legislatif, maka upaya penanggulangan kejahatan

pada tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi akan menjadi tidak
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lancar. Karena tahap aplikasi dan tahap eksekusi bisa terlaksana atas dasar
keberadaan tahap formulasi.

Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai “jantungnya” penegakan
hukum, sebab terbukti atau tidaknya suatu kebenaran materiil dari suatu tindak
pidana sangat tergantung pada hasil akhir suatu proses penyidikan . Dari hasil
penyidikan, jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan kemudian
tuntutan berdasarkan hasil penyidikan pula hakim dapat menyimpulkan dan juga

meyakini bahwa seseorang memang terbukti bersalah atau sebaliknya.

Penyidikan mempunyai pengertian sebagai serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan tujuan
penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Rangkaian
proses panjang pelaksanaan penegakan hukum dari awal penyelidikan hingga
eksekusi semua bermuara pada satu tujuan yaitu menemukan dan mendapatkan
kebenaran materiil. Sehingga pada setiap tahapan proses yang dijalankan harus
dapat dilaksanakan dengan efisien, cermat serta tidak bertentangan dengan asas-
asas yang dianut oleh KUHAP sendiri. Asas hukum menurut Paul Scholten
sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S.Attamimi bukan sebuah aturan hukum
(rechtsregel). Asas hukum sifatnya umum sehingga asas hukum tidak terlalu
banyak bisa berbicara. Asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan

dimengerti tanpa asas-asas tersebut.

Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum,
karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan
yang tepat sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta
menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Asas-asas
dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas
bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan
mengingat bahwa proses penyidikan akan bersentuhan dengan pembatasan hak-
hak asasi manusia (tersangka) maka kedudukan dari asas-asas penyidikan tidak
boleh dikesampingkan, salah satu asas yang penting untuk diterapkan adalah Asas
Cepat dan Biaya Ringan. Asas ini memberikan pedoman dan garis batas bagi para
penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya pada setiap tahap pemeriksaan.

Penjabaran dari asas ini tercermin dalam ketentuan adanya batas waktu
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penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan hingga
berkekuatan hukum tetap. Selain itu ditentukan juga secara tegas batas waktu

penahanan tersangka maupun terdakwa.

Asas ini mencerminkan adanya perlindungan hak asasi manusia sekalipun
orang tersebut dalam kedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Sehingga walaupun
dalam kondisi dibatasi kemerdekaannya karena ditangkap kemudian ditahan,
orang tersebut tetap memperoleh kepastian bahwa tahapan-tahapan pemeriksaan

yang dilaluinya memiliki batas waktu yang terukur dan dijamin undang-undang.

Kedudukan Jaksa sebagai penyidik didalam penanganan tindak pidana
tertentu sebagaimana diatur didalam ketentuan perundangan juga menjadi salah
satu gambaran bagaimana asas cepat diterapkan, dilakukannya penyidikan tidak
menjadi satu instansi memberikan waktu yang lebih cepat dan wilayah yang lebih
luas dalam menangani kasus-kasus khususunya kasus tindak pidana korupsi untuk

bias ditengani lebih cepat.

Asas lain yang penting untuk diperhatian adalah Asas dominislitis. Asas ini
menjadi formulasi kewenangan jaksa pada tahap penyidikan dan penuntutan
sebagai suatu upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini
tidak boleh hanya dikaitkan hanya dengan kewenangan jaksa dalam hal melakukan
penuntutan semata, namun juga kewenangan jaksa didalam tindak pidana tertentu
seperti dalam tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan beberapa tindak

pidana lain harus pula bertindak didalam penyidikan.

Tahap penyidikan terus berkembang dengan cepat mengikuti cepat
berkembangnya berbagai macam tindak pidana. Perkembangan penyidikan harus
mampu diikuti oleh managemen penangan penyidikan yang tidak biasa dijalankan,
dengan tahap maju dan mundur serta bergerak ditempat. Diera modern saat ini
perkembangan tahapan penyidikan semakin ditata dalam manajemen yang efektif

namun semakin meningkatkan sisi kemodernannya.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi adanya penyidik kepolisian dan
kejaksaan yang bekerjasama dalam menanangani pada tahap penyidikan,
memberikan gambaran bagaimana politik hukum Pemerintah memandang tindak
pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang harus ditangani lebih serius dan

tidak bisa apabila hanya ditangani oleh satu saja lembaga penyidik, kerjasama
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dalam penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan akan dapat menerapkan asas
peradilan cepat dan biaya ringan dengan lebih konkrit.

Kedudukan Kejaksaan didalam pembangunan nasional untuk mencapai
stabilitas masyarakat cukup penting, sebab kejaksaan memiliki fungsi di bidang
ketertiban dan ketenteraman umum; pencegahan, pengawasan, serta peningkatan
kesadaran hukum. Selain itu, kejaksaan juga menjalankan fungsi di bidang perdata

dan tata usaha negara.

Didalam ketentuan The Eight United Nations Congress on The Prevention
of Crime and Treatment of Offenders, Havana, Cuba 1990 telah ditentukan bahwa
Jaksa selain melakukan penuntutan juga dapat melakukan penyidikan terhadap
kejahatan jika diijinkan oleh undang-undang. Disisi lain di negara Korea Selatan
melalui Criminal Procedure Act, dalam KUHAP Perancis dan KUHAP Negara
Belanda kewenangan lembaga kejaksaan dalam bidang penyidikan merupakan hal
yang sudah dijalankan. Oleh sebab itu politik hukum di Indonesia sebagaimana
tergambarkan pada rumusan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Rl bukan merupakan hal yang salah atau keliru.

Pasal ini menyebutkan bahwa

“(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan undang-undang; “
Penjelasan:

“‘Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana
diatur misalnya dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi”.

Didalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan:

‘Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan
bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan

Peradilan Militer”
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Penjelasan

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenagan Jaksa
Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU

Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan”.

Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50
ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat
(4) khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Pemerintah meyakini bahwa didalam melakukan penyidikan dibidang-
bidang tertentu seperti tindak pidana korupsi kehadiran pihak kejaksaan didalam
ranah penyidikan menjadi bagian yang sangat penting, hal ini pun terlihat didalam
data yang dikeluarkan oleh ICW bahwa pada tahun 2022 Kejaksaan Agung menjadi
lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani perkara korupsi dengan
capaian 405 kasus dengan tersangka berjumlah 909 orang, sedangkan Polri
dengan jumlah 138 Kasus dengan tersangka 307. Sedangkan KPK dengan 36

kasus dengan tersangka berjumlah 150 orang.

Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan telah diatur didalam
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan:
“‘Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, jaksa dan

pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan
perundangan-undangan.”

Ketentuan ini menjadi politik hukum yang dipilih pemerintah didalam
pelaksanaan penyidikan yang bersifat khusus seperti penyidikan terhadap tindak

pidana korupsi.

Di dalam pedoman Peran Jaksa Penuntut umum hasil kongres PBB
Kedelapan Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggaran
yang di laksanakan di Kuba tahun 1990 diperoleh pernyataan yang disebutkan
bahwa jaksa akan berperan aktif dalam proses pidana, termasuk lembaga
penuntutan dan, jika diijinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan kebiasaan
setempat, dalam penyidikan kejahatan, pengawasan atas legalitas penyidikan
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tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi

lain sebagai wakil kepentingan umum.

Negara yang tergabung dalam PBB juga mengakui serta sepakat agar
seluruh jaksa dalam proses pidana dapat melakukan sutu penyidikan kejahatan
apabila hal tersebut telah diatur dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu
ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan
merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota PBB untuk
melaksanakan pencegahan terhadap Kejahatan Korupsi salah satunya yangtelah

dilaksanakan dan disepakati di Havana Kuba pada bulan September tahun 1990.

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu extra ordinary crimes harus
disadari bersama baik oleh masyarakat maupun negara merupakan tindak pidana
yang tidak seharusnya hanya dilakukan dengan biasa-biasa saja. Semua pihak
harus menyadari bahwa akibat yang timbul dari tindak pidana korupsi akan
dirasakan tidak hanya pada satu generasi namun akan dirasakan oleh generasi
anak cucu oleh sebab itu penanganan yang sangat serius harus menjadi kunci dan

semangat bersama.

Adanya hal-hal khusus sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) huruf d UU
Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta ketentuan
Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat
(1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “atau Kejaksaan” Dan Pasal 50 ayat (4)
khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, seharusnya tidak lagi menjadi permasalahan yang lebih
dari satu kali dilakukan pengujian dan dijadikan titik sasaran untuk dipertanyakan
berkali-kali. Kita semua seharusnya bersama-sama menyadari bagaimana
pentingnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan

dengan lebih teliti serta tidak hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja.

Sebagai penutup ijinkan kami menyempaikan bahwa fungsi ganda
Kejaksaan RI melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
tertentu sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini telah
dikemukakan didalam Pertimbangan Majelis Hakim MK No 16/PUU-X/2012 pada
angka [3.13] yang menyatakan Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah
menurut UUD” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap rancangan
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Undang-undang dibahas Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama”, berdasarkan kedua pasal pemerintahan
(eksekutif) juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang (legislative)
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945

tidak melarang fungsi ganda tersebut.

Perlu kiranya dipahami bersama bahwa kewenangan yang dimiliki oleh
Kejaksaan RI dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
dimasa mendatang semakin jelas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 RU-
KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penyidik adalah:

a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Pejabat Pegawai Negeri yang ditunjuk secara khusus menurut
undang- undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan
penyidikan; dan

c. Pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut
undang- undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan
penyidikan.

Pasal 6 RU-KUHAP tersebut semakin memperjelas terhadap kewenangan
penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan Rl bersama-sama baik dengan penyidik
kepolisian maupun dengan KPK didalam melakukan penyidikan dalam tindak
pidana tertentu. Oleh sebab itu tidak adalagi hal yang harus dipermasalahkan
kembali terhadap kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh Kejaksaan RI.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 6 Juni
2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023 dan menyampaikan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2023, serta
menyampaikan tambahan keterangan dan diserahkan kepada Mahkamah pada
tanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada tahun 2022, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap 1689 perkara
korupsi, jauh lebih banyak dari KPK dan kepolisian yang melakukan penyidikan
masing-masing sebanyak 120 dan 138 perkara. Total nilai kerugian dari seluruh
perkara yang disidik oleh Kejaksaan tersebut mencapai 26,4 Triliun rupiah, jauh
lebih besar dari nilai kerugian perkara yang ditangani oleh KPK dan Polri yang

berjumlah kurang lebih 3.5 Triliun rupiah. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, maka
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beralasan untuk menyimpulkan bahwa Kejaksaan memainkan peran vital dalam
upaya pemberantasan korupsi. Tanpa adanya peran serta Kejaksaan dalam
menyidik tindak pidana korupsi, dapat dibayangkan berapa banyak kerugian
keuangan negara yang gagal diselamatkan dan berapa banyak pula potensi dugaan
tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan penindakan atau bahkan tidak terdeteksi
oleh KPK atau Polri.

Kemudian, perlu pula kami sampaikan bahwa permohonan Pemohon apabila

dikabulkan tidak hanya akan berdampak negatif pada upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi, melainkan juga akan menjadi ancaman dalam upaya
pemberantasan tindak pidana perusakan hutan dan penegakan hukum atas tindak
pidana pelanggaran HAM berat. Dalam tindak pidana perusakan hutan,
penghapusan kewenangan Kejaksaan untuk menyidik berdasarkan Pasal 39 huruf
b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan akan menghalangi peran Kejaksaan untuk menuntaskan
penyidikan perkara perusakan hutan yang tidak mampu diselesaikan oleh penyidik
PPNS atau Polri. Lebih parah lagi, dalam penegakan hukum atas tindak pidana
pelanggaran HAM berat, penghapusan kewenangan Jaksa untuk menyidik akan
berakibat pada terjadinya kekosongan hukum, karena berdasarkan Pasal 21 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
yang juga sejalan dengan Statuta Roma, hanya Kejaksaan yang diberikan amanat
untuk menyidik tindak pidana pelanggaran HAM berat.
Saat ini, perlu menjadi pemahaman bersama bahwa pengkotak-kotakkan fungsi
penyidikan dan penuntutan merupakan gagasan yang sudah tidak lagi relevan dan
terbukti berdampak buruk bagi upaya penegakan hukum. Merujuk pada data
penanganan perkara di Kepolisian, Kejaksaan dan hasil penelitian MaPPI FHUI,
dalam rentang waktu 2012-2014, pemisahan tegas fungsi penyidikan dan
penuntutan telah mengakibatkan 255.618 perkara tidak dilaporkan penyidikannya
oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Kemudian, terdapat kurang lebih
44.273 perkara yang tidak dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum
setelah diberikan perintah untuk melengkapi berkas perkara dan tidak jelas
kelanjutan penanganan perkaranya. Ratusan ribu perkara yang tergantung dan tidak
jelas penanganannya tersebut merupakan akibat dari pengkotak-kotakkan fungsi
penyidikan dan penuntutan.
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Temuan mengenai ratusan ribu perkara yang tidak jelas penanganannya
tersebut juga telah menjadi pokok pembahasan dalam putusan Nomor 130/PUU-
XI1/2015, dimana Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa penyampaian Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik ke Penuntut Umum merupakan
hal yang wajib dan memberikan jangka waktu paling lambat 7 hari untuk memenuhi
kewajiban tersebut, sebagai perwujudan keterpaduan penyidikan dan penuntutan.
Putusan Mahkamah yang mengikis pengkotak-kotakkan fungsi penyidikan dan
penuntutan tersebut juga terbukti telah membawa proses penegakan hukum ke arah
yang lebih baik. Tidak hanya itu, upaya untuk mengikis sekat antara penyidikan dan
penuntutan juga telah diperkuat melalui Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, yang
menegaskan bahwa penyidikan adalah bagian dari penuntutan.

Terakhir, sebelum Pihak Terkait memaparkan lebih lanjut keterangannya,
perkenankan pihak terkait untuk mengutip pandangan dari Prof. Jimly Ashiddigie,
yang menjelaskan bahwa kewenangan Jaksa untuk menyidik adalah hal yang
konstitusional, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai
pihak yang menjalankan fungsi pengendali perkara pidana. Oleh karena itu, dalam
perkara a quo, besar harapan kami agar Mahkamah tetap melanjutkan nilai-nilai
yang telah ditanamkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Adapun hal
tersebut adalah semata-mata untuk menjamin pemajuan kualitas penegakan hukum
di Indonesia.
A. Uraian Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pihak Terkait terhadap
Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo
1. Bahwa Pihak Terkait | adalah organisasi profesi Jaksa berbentuk badan
hukum Perkumpulan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tentang

Pendirian Perkumpulan Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 24 tanggal 8

September 2014 yang dibuat oleh Notaris Lisa Liskandhi Paramita Benito,

S.H. dan disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00857.60.10.2014

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Jaksa

Indonesia tanggal 17 Desember 2014, terdaftar sebagai wajib pajak dan

menjalankan tanggung jawabnya sebagai subyek hukum untuk membayar

pajak.
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2. Bahwa Pihak Terkait | dalam mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait
telah diwakili oleh wakilnya yang sah, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pelindung Persatuan Jaksa
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat
Persatuan Jaksa Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasar Persatuan Jaksa Indonesia,
sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi Jaksa, Persatuan Jaksa
Indonesia berperan untuk memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan
keadilan dengan berlandaskan pada keilmuan dan kemasyarakatan.
Kemudian, dalam Pasal 6 huruf d Anggaran Dasar juga disebutkan bahwa
Persatuan Jaksa Indonesia bertujuan untuk membela, memperjuangkan hak
dan kepentingan anggotanya dalam menjalankan tugas.

4. Bahwa Pihak Terkait | merupakan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak
langsung yang memiliki kepedulian terhadap Permohonan a quo dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

a. Dalam Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1) Bahwa Persatuan Jaksa Indonesia beranggotakan Jaksa-Jaksa, yang
mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pihak Terkait |
berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo
karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan inkonstitusional
sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka anggota Pihak Terkait
| tidak lagi dapat menjalankan kewenangan penyidikan atas dugaan
tindak pidana tertentu, diantaranya tindak pidana korupsi, pelanggaran
HAM berat dan kehutanan.

2) Kemudian, apabila anggota Pihak Terkait | tidak lagi memiliki
kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana tersebut, maka
penyidikan-penyidikan tindak pidana yang saat ini sedang
dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan
merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

3) Tidak hanya itu, khusus untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat,
dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan kepentingan

penegakan hukum dan memukul mundur upaya pemajuan hak asasi
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manusia di Indonesia karena apabila permohonan Pemohon
dikabulkan, maka akan menimbulkan kekosongan hukum, karena
hanya Jaksa Agung yang berwenang untuk melakukan penyidikan
tindak pidana pelanggaran HAM berat.

b. Dalam Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau
Kejaksaan” Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa
“dan/atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau
Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi
1) Pasal-Pasal tersebut pada pokoknya mengatur kewenangan

kejaksaan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi. Dalam
pelaksanaannya, kewenangan menyidik tindak pidana korupsi
tersebut dilakukan oleh Jaksa, dalam hal ini termasuk anggota Pihak
Terkait I. Pihak Terkait | berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait
dalam perkara a quo karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan
inkonstitusional sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka
anggota Pihak Terkait | tidak lagi dapat menjalankan kewenangan
penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

2) Kemudian, apabila anggota Pihak Terkait | tidak lagi memiliki
kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi, maka
penyidikan-penyidikan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang
dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan
merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

c. Dalam Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1) Bahwa Pasal tersebut mengatur bahwa Jaksa Agung

mengkordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh
orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

2) Bahwa Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi anggota Pihak
Terkait I. Artinya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka
Jaksa Agung tidak lagi dapat menjalankan kewenangan tersebut dan
tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kewenangan anggota

Pihak Terkait | dalam menjalankan penyidikan dugaan tindak pidana
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korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada

peradilan umum dan militer.

5. Bahwa Pihak Terkait Il dan Il masing-masing berprofesi sebagai Jaksa, yang

saat ini masing-masing mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan

Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

6. Bahwa sebagai seorang Jaksa, Pihak Terkait Il dan Ill merupakan pihak yang

kewenangannya secara langsung terpengaruh oleh Pokok-Pokok

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1)

2)

3)

Bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dilakukan oleh
Jaksa, dalam hal ini termasuk Pihak Terkait Il dan Ill. Pihak Terkait Il
dan Il berkepentingan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a
guo karena apabila kewenangan tersebut dinyatakan inkonstitusional
sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait Il dan 11l
tidak lagi dapat menjalankan kewenangan penyidikan atas dugaan
tindak pidana tertentu, diantaranya tindak pidana korupsi, pelanggaran
HAM berat dan kehutanan di kemudian hari.

Kemudian, apabila Pihak Terkait Il dan Il tidak lagi memiliki
kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana tersebut, maka
penyidikan-penyidikan tindak pidana yang saat ini sedang
dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan
merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Tidak hanya itu, khusus untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat,
dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan kepentingan
penegakan hukum dan memukul mundur upaya pemajuan hak asasi
manusia di Indonesia karena apabila permohonan Pemohon
dikabulkan, maka akan menimbulkan kekosongan hukum, karena
hanya Jaksa Agung yang berwenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana pelanggaran HAM berat.

b. Dalam Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa “atau

Kejaksaan” Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa
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“dan/atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau
Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

1) Pasal-Pasal tersebut pada pokoknya mengatur kewenangan
kejaksaan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi. Dalam
pelaksanaannya, kewenangan menyidik tindak pidana korupsi
tersebut dilakukan oleh Jaksa, dalam hal ini termasuk Pihak Terkait Il
dan lll. Pihak Terkait Il dan Il berkepentingan untuk menjadi Pihak
Terkait dalam perkara a quo karena apabila kewenangan tersebut
dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dimintakan oleh Pemohon,
maka Pihak Terkait Il dan Il tidak lagi dapat menjalankan kewenangan
penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

2) Kemudian, apabila Pihak Terkait 1l dan Il tidak lagi memiliki
kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana korupsi, maka
penyidikan-penyidikan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang
dilaksanakan juga berisiko untuk dibatalkan, yang tentunya akan
merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

c. Dalam Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1) Bahwa Pasal tersebut mengatur bahwa Jaksa Agung
mengkordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh
orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

2) Bahwa Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi Pihak Terkait | dan
Il. Artinya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Jaksa
Agung tidak lagi dapat menjalankan kewenangan tersebut dan
tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kewenangan Pihak
Terkait | dan Il dalam menjalankan penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada
peradilan umum dan militer.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, beralasan hukum bagi
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyimpulkan bahwa Pihak
Terkait 1l dan Pihak Terkait 1ll merupakan pihak yang berkepentingan
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langsung dalam perkara a quo dan oleh karenanya dapat diterima sebagai
Pihak Terkait.
B. Keterangan Pihak Terkait

8. Setelah mempelajari Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan

oleh Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai
berikut:

a.
b.

C.

Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan perkara a quo.
Permohonan yang diajukan tidak ne bis in idem.

Kewenangan Jaksa untuk menyidik mengakibatkan terlanggarnya
ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan karena
menghilangkan check and balance dalam proses penyidikan.

Pentingnya proses pra adjudikasi dibawah dua instansi berbeda
Penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan membuka
potensi kesewenang-wenangan karena tidak ada kontrol dari lembaga

lain

Terhadap dalil-dalii  Pemohon tersebut, kami sebagai Pihak Terkait

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

PERMOHONAN PEMOHON NE BIS IN IDEM

9. Bahwa terkait dengan penjelasan Pemohon mengenai permohonannya tidak

Ne Bis In Idem, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

a.

Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2020 mengatur bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali.

Kecuali, jika materi muatan dalam UUD 1945 vang dijadikan dasar

pengujian berbeda.

Bahwa setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata pasal-pasal yang diajukan
pengujian oleh Pemohon ternyata sudah pernah diajukan pengujian
dalam 3 (tiga) perkara berbeda, yaitu masing-masing dalam Putusan
Nomor 28/PUU-V/2007, Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 dan Putusan
Nomor 2/PUU-X/2012 dan tidak terdapat perbedaan materi muatan
dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.
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c. Untuk memudahkan melihat kesamaan materi muatan permohonan a quo
dengan putusan-putusan Mahkamah tersebut dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

Pasal yang diuji Materi Muatan dalam UUD | Materi Muatan dalam
1945 yang dijadikan dasar | UUD 1945 yang
Pengujian dalam Perkara a | dijadikan dasar

quo Pengujian dalam
Putusan Nomor
28/PUU-V/2007

Pasal 30 ayat (1) huruf d | 28D ayat (1) UUD 1945 28D ayat (1) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik
Indonesia

Pasal yang diuji Materi Muatan dalam UUD | Materi Muatan dalam
1945 yang dijadikan dasar | UUD 1945 yang
Pengujian dalam Perkara a | dijadikan dasar

quo Pengujian dalam
Putusan Nomor
16/PUU-X/2012

Pasal 39 Undang-Undang | 28D ayat (1) UUD 1945 1 ayat (3) UUD 1945
Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan 28D ayat (1) UUD 1945
Tindak Pidana Korupsi

Pasal 44 ayat (4) dan ayat | 28D ayat (1) UUD 1945 1 ayat (3) UUD 1945
(5), Pasal 50 ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
50 ayat (4)

d. Bahwa dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam
permohonan a quo, baik dibandingkan dengan Putusan Nomor 28/PUU-
V/2007 atau Putusan Nomor 16/PUU-X/2012.

e. Kemudian, terkait dalil Pemohon yang mengatakan bahwa poin yang
membedakan antara permohonan a quo dengan permohonan
sebelumnya adalah bahwa dalam permohonan sebelumnya, poin yang
menjadi pokok permasalahan adalah kewenangan Kejaksaan untuk
melakukan penyidikan yang dinilai tidak memiliki pengawasan dan
akibatnya menimbulkan potensi abuse of power. Sedangkan dalam
perkara a quo, yang dipermasalahkan adalah pentingnya dua instansi
berbeda dalam proses Prapenuntutan sebagai bentuk check and balance.
Kemudian, Pemohon juga mendalilkan bahwa permohonannya tidak ne
bis in idem karena terdapat perbedaan petitum dengan permohonan-

permohonan yang sudah pernah diajukan.
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f. Terkait argumen-argumen tersebut, Pihak Terkait sampaikan tanggapan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Indikator dari ada atau tidaknya perbedaan materi muatan yang

dijadikan dasar pengujian undang-undang adalah Pasal mana dalam

Undang-Undang Dasar 1945 yanq dijadikan batu uji dalam suatu

permohonan. Sedangkan dalam perkara a quo, seperti yang telah

disebutkan dalam poin sebelumnya, materi muatan dalam UUD 1945
yang dijadikan dasar pengujian adalah sama dengan putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya, yaitu Pasal 28D ayat (1).

Selanjutnya, mengenai dalil perbedaan Petitum, perlu dirujuk pula
Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-X/2012, yang menguji pasal-pasal
yang sama dan batu uji yang sama pula seperti dalam perkara Nomor
16/PUU-X/2012. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa permohonan tersebut ne bis in idem sekalipun
Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan petitum.

Meskipun petitum dalam permohonan a quo berbeda dengan Perkara Nomor
16/PUU-X/2012, namun menurut Mahkamah, esensi permohonan Pemohon yang
pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan jaksa sebagai
penyidik adalah sama dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh
Mahkamah dengan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012.
Permohonan a quo setelah diperiksa secara saksama ternyata tidak didasarkan
pada syarat-syarat Kkonstitusionalitas alasan yang berbeda dari permohonan

Nomor 16/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan Pemohon telah pula

dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23

Oktober 2012 tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon ne bis in iden;

Kutipan Pertimbangan Putusan Nomor 2/PUU-X/2012
Selain itu, Pemohon juga pada dasarnya mempermasalahkan hal
yang sama dengan permasalahan yang diangkat dalam putusan
Nomor 16/PUU-X/2012, yaitu mengenai kewenangan jaksa untuk
menyidik, pengawasan atas kewenangan tersebut dan wewenang
Kejaksaan untuk menyidik dan menuntut. Adapun persamaan itu

dapat dilihat dalam Poin 50 Permohonan Pemohon sebagai berikut:
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50. Bahwa apabila permintaan tersebut diabaikan oleh jaksa
sebagai penyidik, dan diajukan oleh jaksa prapenuntutan
yang notabene satu instansi dengan penyidik, tentunya hal
tersebut akan diabikan juga oleh Jaksa Prapenuntutan,
karena tidak ada lembagi lain yang mengontrol dan
memastikan proses penyidikan berjalan dengan baik serta
mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, dimana hal
tersebut telah dialami sndiri oleh PEMOHON selaku Advokat
dalam memberikan bantuan hukum terhadap
Tersangka /Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi;

10.Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat perbedaan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal

60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadi alasan untuk
menguji kembali pasal-pasal yang diajukan pengujian dalam perkara a quo.
Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Mahkamah
Konstitusi untuk menolak permohonan a quo dengan alasan permohonan
tersebut ne bis in idem.

KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN ADALAH

KONSTITUSIONAL DAN PRAKTIK UMUM YANG TELAH DIAKUI SECARA

UNIVERSAL

Konstitusionalitas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan

telah diakui dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi

11.Dalam permohonannya, khususnya dalam poin 35 dan 36, Pemohon
mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 28/PUU-V/2007 Poin 3.19. dan kemudian menjadikan pendapat
Mahkamah tersebut sebagai dasar untuk mendalilkan inkonstitusionalitas
kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

12.Terkait dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa Pemohon
telah memaknai pertimbangan Mahkamah secara tidak tepat. Pendapat
Mahkamah dalam putusan tersebut justru menegaskan bahwa kewenangan
Kejaksaan untuk melakukan penyidikan adalah konstitusional. Argumentasi
Mahkamah mengenai konstitusionalitas kewenangan Kejaksaan dalam
melakukan penyidikan dapat dilihat dalam Poin pertimbangan 3.14, dimana
Mahkamah secara eksplisit menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan
untuk melakukan penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD

1945 dan merupakan praktik umum yang diakui universal.
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[3.14] Menimbang, berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pasal 30
Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk
melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945.
Sementara itu, sebagaimana diterangkan oleh ahli, di beberapa negara seperti
Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Swedia, Jepang, Meksiko, dan
Brazil pemberian wewenang penyidikan di samping penuntutan kepada Kejaksaan

sudah lazim dilakukan;

13.Selain dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, konstitusionalitas
kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan juga telah diakui dan
dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012

[3.12] Menimbang bahwa sesuai dengan dalil di atas, para Pemohon, seperti
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, memohon pengujian
konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Pasal 39 UU 31/1999,
Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
UU 30/2002 khususnya frasa “atau kejaksaan” serta frasa “dan/atau kejaksaan”
dalam UU 30/2002 yang kesemua pasal-pasal yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya tersebut memberikan fungsi penyidikan dan penuntutan
dalam tindak pidana tertentu kepada kejaksaan, yang menurut para Pemohon
bertentangan dengan asas negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945],
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum vyang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar’ dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Sefiap rancangan
Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama.” Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka
Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), juga
berfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian UUD 1945 tidak melarang fungsi
ganda tersebut;

Isu tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan pemohon tidaklah tepat
14. Selanjutnya, isu berupa potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan yang
dikemukakan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan Putusan Nomor 28/PUU-
V/2007, khususnya Poin 3.19 juga telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor 81/PUU-X/2012, terkait pengujian kewenangan
penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya menekankan bahwa
tidak ada isu tumpang tindih kewenangan penyidikan meskipun tindak pidana

korupsi dapat dilakukan oleh beberapa instansi karena pada dasarnya
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masing-masing instansi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan telah

ada mekanisme kordinasi antar instansi tersebut.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon
didalilkkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat
karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam
penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme
namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena masing-masing institusi tetap
dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan
ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan
supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah
hubungan antara lex specialis dan lex generalis. Dengan demikian dalil Pemohon

tersebut tidak beralasan menurut hukum:

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 bertentangan
dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, tidak beralasan menurut hukum.

Jaksa sebagai Penyidik merupakan praktik lazim di berbagai negara

15.Bahwa selain dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu,

kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan juga memiliki landasan

teoritis yang kuat dan merupakan praktik lazim di berbagai negara.

16.Dalam bidang ilmu administrasi peradilan pidana, Penuntut Umum sebagai

17.

komponen dari sistem peradilan pidana idealnya dipandang sebagai
Dominus Litis (procurer die de procesvoering vastselat), yaitu pengendali
proses perkara dari awal tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan
eksekusi suatu putusan. Prinsip tersebut juga telah dipertegas melalui Pasal
132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Penjelasannya yang mengatur bahwa penyidikan adalah
bagian dari penuntutan.

Peran Penuntut Umum sebagai pengendali perkara, bukan hanya sebatas
pihak yang melakukan penuntutan, telah diakui secara universal. Merujuk
pada Poin 11 Guidelines on the Role of Prosecutors, yang diadopsi oleh Eight
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, Havana, Cuba, jelas disebutkan bahwa Penuntut Umum harus
menjalankan peran aktif dalam proses peradilan pidana, termasuk

didalamnya dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana.
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11. Prasecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution
and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision
aver the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise
of other functions as representatives of the public interest,

Yang diteriemahkan secara bebas:

‘Jaksa harus menjalankan peran aktif dalam proses peradilan pidana,
termasuk instansi (yang berwenang) melakukan penuntutan (Kejaksaan),
sepanjang diatur oleh hukum (undang-undang) atau sejalan dengan praktik
lokal, dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mensupervisi legalitas
penyidikan, mensupervisi pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan
fungsi-fungsi lain sebagai perwakilan dari kepentingan publik.

(catatan: teriemahan dalam tanda kurung dari penulis)

18.Begitupun halnya dari segi historis, saat hukum acara pidana masih
berlandaskan pada HIR, Kejaksaan telah menjalankan peran sebagai
kordinator penyidikan dan berwenang melakukan penyidikan sendiri. Lebih
jauh lagi, merujuk pada Pasal 180 Reglement op de Rechterlijke Organisatie
en het Beleid der Justitie in Indonesie atau RO 1847, jelas disebutkan bahwa
Jaksa Agung adalah chief of judicial police. Lebih khusus lagi, dalam konteks
penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971, Jaksa Agung juga diposisikan sebagai pemimpin tugas
kepolisian dalam penyidikan.

19. Selanjutnya, sebagai perbandingan, kewenangan Jaksa untuk melakukan
penyidikan secara mandiri juga dapat ditemukan di negara-negara Eropa,
Amerika Serikat dan Asia. Secara umum, kewenangan Jaksa untuk
melakukan penyidikan di Eropa dapat dilihat dalam Consultative Council of
European Prosecutors, Chapter Il B. Begitupun dengan di Amerika Serikat,
dalam Justice Manual 9-2.000, dapat dipahami bahwa untuk kejahatan
federal, kewenangan untuk memulai penyidikan tindak pidana berada di
tangan United States Attorney (setara dengan Jaksa di Indonesia) selaku
chief federal law enforcement officer. Sedangkan di Asia, Jepang adalah
salah satu negara yang memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk
melakukan penyidikan (UNAFEI Material Produced During the 71
International Seminar and the 72" International Training Course).

20.Dari poin-poin tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Jaksa

untuk melakukan penyidikan bukan hanya aturan yang sifatnya open legal
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policy, melainkan suatu kewenangan yang dilandaskan pada konstitusi dan
penerapan dari suatu prinsip mendasar dalam ilmu administrasi peradilan
pidana, yang telah dikenal di Indonesia dan juga diterapkan di berbagai

negara, khususnya di negara-negara maju.

TREN GLOBAL KEWENANGAN MULTI-AGENCY DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA SEJALAN DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

21.

22.

23.

Terkait kewenangan untuk melakukan penyidikan, terdapat pandangan-
pandangan yang merujuk Pasal 284 KUHAP untuk mendalilkan bahwa
semestinya hanya penyidik dari Kepolisian dan PPNS lah yang berwenang
untuk melakukan penyidikan dan menegasikan kewenangan penyidikan yang
dimiliki oleh instansi-instansi lain.

Pandangan yang menegasikan kewenangan menyidik instansi lain diluar
penyidik Polri dan PPNS dengan didasarkan pada Pasal 284 KUHAP tersebut
tidaklah tepat karena Pasal 284 KUHAP sama sekali tidak menutup
kemungkinan dipertahankannya kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh
instansi lain. Bahkan, setelah berlakunya KUHAP, ternyata pembuat undang-
undang membuat aturan-aturan khusus yang tidak hanya mempertahankan
kewenangan penyidikan yang telah dimiliki oleh instansi selain Polri dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya KUHAP, dalam hal ini
Kejaksaan, melainkan juga membentuk lembaga-lembaga baru yang
diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu Komisi
Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentan Narkotika dan
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK .
Dari naskah pembentukan undang-undang Narkotika dan Komisi
Pemberantasan Korupsi misalnya, dapat dilihat pula bahwa alasan filosofis
dari diberikannya kewenangan penyidikan untuk badan-badan tersebut
adalah semata-mata karena keinginan untuk semakin meningkatkan kualitas
penegakan hukum. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional berangkat dari
keinginan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.



107

Begitupun dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang
dibentuk atas dasar keinginan untuk meningkatkan upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi.

24.Tidak hanya itu, kebutuhan akan adanya multi-agency dalam penyidikan juga
tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa penyidik Polri juga ternyata memiliki
keterbatasan dalam merespon dan menindak dugaan tindak pidana yang
terjadi. Dalam diskusi pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang misalnya, pihak Kepolisian
secara eksplisit mengakui bahwa pihaknya tidak mampu merespon seluruh
informasi yang diberikan oleh PPATK dan berharap agar laporan PPATK
tersebut dapat langsung didistribusikan kepada penyidik tindak pidana asal,
untuk membantu beban kerja Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

25.Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang sama sekali
tidak berkehendak untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu
instansi saja. Sebaliknya, pembuat undang-undang justru menginginkan agar
kewenangan penyidikan dimiliki oleh berbagai instansi untuk
mengoptimalkan upaya penegakan hukum. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa Pasal 284 KUHAP sudah sepatutnya tidak dipahami sebagai
penegasian kewenangan menyidik yang saat ini dimiliki oleh instansi lain atau
yang akan diberikan kepada instansi lain dikemudian hari.

26.Kehendak pembuat undang-undang yang menginginkan adanya multi-
agency dalam penyidikan suatu tindak pidana tentu bukanlah hal yang baru.
Praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari
tren global dalam upaya untuk memberantas kejahatan, khususnya
kejahatan-kejahatan yang bersifat extra-ordinary. Merujuk pada United
Nations Convention Against Corruption dan Technical Guide to the United
Nations Convention Against Corruption on Article 6 misalnya, dapat dilihat
bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan multi-agency
menjadi suatu langkah yang disarankan. Begitupun halnya dalam rezim
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendekatan multi-agency
dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang juga lebih diutamakan
berdasarkan rekomendasi FATF poin 30.

27.Praktik multi-agency juga dapat dilihat dari praktik-praktik di negara maju. Di

Amerika Serikat misalnya, dalam penegakan hukum federal, terdapat
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berbagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak
pidana sesuai dengan kewenangannya masing-masing, seperti Drug
Enforcement Agency untuk tindak pidana narkotika, Securities and Exchange
Comission untuk tindak pidana di bidang jasa keuangan dan bahkan United
States Postal Service, untuk tindak pidana mail-fraud dan pencucian uang,
yang seluruhnya dibawah kendali Department of Justice, yang dipimpin oleh
Jaksa Agung. Begitupun halnya di Belanda. Kewenangan penyidikan juga
dimiliki oleh berbagai instansi seperti Ministry of Housing, Public Prosecution
Service dan The Royal Netherlands Marechaussee.

28.Tren multy-agency juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya dihadapan
Mahkamah dan Mahkamah telah menguatkan pula peran multi-agency dalam
menjalankan kewenangan penyidikan. Beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi terbaru yang perlu diperhatikan diantaranya Putusan Nomor
102/PUU-XV1/2018 yang mengakui konstitusionalitas kewenangan Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa

keuangan.

[3-16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa
kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan nfegrated Crirminal
Justice Systerm karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam
sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi
wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan
dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan
dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam
sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan
dibentuknya OJK,. Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah
konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-
mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-
batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum
yvang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya,
demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana
dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya
pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

dan Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memberikan kewenangan
menyidik tindak pidana pencucian uang kepada seluruh penyidik yang
berwenang menyidik tindak pidana asal, yang jumlahnya mencapai puluhan

instansi.
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[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum

tersebut di atas, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi
“penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal
74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi

penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana

asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi
penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil.
Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun
substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik
tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana
pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak
pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan
kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah
dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya

termuat dalam amar putusan perkara a quo.

29.Dari poin-poin tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kewenangan menyidik
yang dimiliki oleh multi-agency tidak hanya sekedar kehendak pembentuk
undang-undang, melainkan juga memiliki landasan konstitusional, teoritis dan
praktis yang jelas. Sehingga, praktik multi-agency dalam menjalankan
kewenangan penyidikan, termasuk kewenangan Jaksa untuk menyidik,
beralasan untuk dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi.

PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN TETAP TUNDUK

PADA MEKANISME CHECK AND BALANCE YANG DIATUR DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA

30.Selanjutnya, dari Permohonan Pemohon, dapat dilihat bahwa Pemohon
memiliki kekhawatiran bahwa kewenangan Jaksa untuk melakukan
penyidikan akan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan karena
ketiadaan mekanisme check and balance. terkait hal tersebut, perlu kami
sampaikan bahwa Pemohon tidak perlu khawatir terkait ketiadaan
mekanisme check and balance karena pada saat Jaksa menjalankan
kewenangan penyidikan, kewenangan tersebut juga pada umumnya berada
dalam kerangka check and balance yang sama dengan pelaksanaan
kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh instansi berwenang lainnya.

31.Dalam menjalankan kewenangan penyidikan, Kejaksaan tetap terikat pada
ketentuan-ketentuan terkait prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP. Perlu
dipahami bahwa dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi oleh
Kejaksaan misalnya, dalam tahap penyidikan, Jaksa yang ditugaskan

melakukan penyidikan berbeda dengan Jaksa yang ditugaskan untuk
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melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Sehingga, mekanisme check and
balance dalam bentuk prapenuntutan tetap dilaksanakan antara jaksa yang
bertugas sebagai penyidik dan jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum.

32.Proses prapenuntutan itu pun juga menghasilkan output yang sama seperti
prapenuntutan yang dilakukan dengan penyidik dari instansi lain, yaitu
perintah untuk melengkapi berkas perkara dalam hal hasil penyidikan belum
lengkap, menerima berkas perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan
apabila hasil penyidikan sudah mencukupi, atau penghentian penyidikan
dalam hal penyidikan tindak dapat dilengkapi oleh penyidik.

33.Kemudian, check and balance dalam konteks penyidikan tindak pidana
korupsi oleh Kejaksaan juga diterapkan terkait kewenangan melakukan
upaya paksa. Untuk kewenangan melakukan penahanan berdasarkan Pasal
29 KUHAP, Jaksa yang bertindak selaku penyidik tetap harus meminta
perpanjangan penahanan dari ketua pengadilan. Kemudian, untuk tindakan
penggeledahan dan atau penyitaan, Jaksa yang bertindak sebagai penyidik
juga masih harus meminta izin dan atau persetujuan dari pengadilan.

34.Selanjutnya, terkait kekhawatiran Pemohon mengenai potensi terjadinya
pelanggaran-pelanggaran hak tersangka, juga dapat dijawab dengan
mekanisme check and balance dalam bentuk mekanisme praperadilan.
Jaksa yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi juga
merupakan subyek hukum yang dapat diuji akuntabilitasnya di muka
pengadilan dalam hal terdapat dugaan kesewenang-wenangan dalam
menjalankan kewenangan penyidikan.

35.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa
kekhawatiran Pemohon mengenai potensi kesewenang-wenangan yang
timbul dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah
kekhawatiran yang tidak berdasar. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Jaksa
yang bertindak sebagai penyidik juga secara umum terikat pada aturan dan
mekanisme check and balance yang sama dengan penyidik dari instansi lain
yang menjalankan kewenangan penyidikan.

C. PENUTUP

36.Pihak Terkait telah menjabarkan bahwa kewenangan Jaksa dalam

melakukan penyidikan adalah konstitusional, penyidikan oleh Jaksa adalah

hal yang memiliki landasan teoritis dan merupakan praktik yang lazim di
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berbagai negara, serta Jaksa yang menjalankan tugas penyidikan tetap
terikat pada aturan dan mekanisme check and balance yang umumnya sama
dengan penyidik dari instansi lain yang menjalankan tugas penyidikan tindak
pidana. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa alasan-alasan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki landasan hukum
yang kuat.

37.Sebaliknya, kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana
korupsi sekaligus kewenangan untuk melakukan penuntutan justru
merupakan perwujudan dari prinsip Dominus Litis. Kewenangan Jaksa untuk
melakukan penyidikan tindak pidana, in casu tindak pidana korupsi, tidak
perlu dipandang sebagai suatu ancaman. Keberadaan penyidik dan penuntut
umum dalam satu atap justru menjadi peluang bagi proses penegakan hukum
karena mekanisme kordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi
lebih efektif dan efisien.

38.1dealnya, Jaksa memang tidak dapat dialienasi dari proses penyidikan. Hal
ini tentu semata-mata dikarenakan Kejaksaan lah yang pada akhirnya akan
mewakili kepentingan publik dalam menuntut pertanggung jawaban pelaku
tindak pidana di muka pengadilan. Tidak hanya itu, kedepannya ruang Jaksa
untuk mengendalikan dan memimpin proses penyidikan juga justru harus
dimaksimalkan sebagai wujud untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
proses penegakan hukum, untuk mengoptimalkan mekanisme check and
balance terhadap penyidik serta menjamin pemenuhan hak-hak tersangka,
terdakwa dan korban tindak pidana.

39.Sebagai penutup, kami mengutip pernyataan dari Amanat Presiden Republik
Indonesia pada Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2020 pada tanggal 14 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa:
“Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan
dan pemberantasan korupsi, serta dalam mengawal kesuksesan
pembangunan nasional. Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah
Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di

mata internasional.”

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini sampaikan. Mohon kiranya Mahkamah untuk
mempertimbangkan keterangan kami selaku Pihak Terkait dan menolak

permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
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Bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) juga menyerahkan
tambahan keterangan, yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 14 Juni

2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan pandangan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada
persidangan yang lalu, kami memahami bahwa pada pokoknya Yang Mulia Hakim
Konstitusi meminta agar Pihak Terkait memberikan keterangan tambahan berkaitan
dengan isu disharmoni, sehubungan dengan keberlakuan Pasal 284 ayat (2)
KUHAP, isu diferensiasi fungsional dan relevansi pendekatan multi-agency
investigative bodies dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itu, sebagai bahan
pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Original Intent Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Untuk memahami isi dari Pasal 284 KUHAP, khususnya Pasal 284 ayat (2),
perlu ditelusuri alasan dan maksud pembuat undang-undang. Untuk itu, guna
membantu Mahkamah dalam mempertimbangkan perkara a quo, Pihak
Terkait telah melakukan penelusuran terhadap risalah pembentukan KUHAP,
yang Pihak Terkait peroleh dari arsip Dewan Perwakilan Rakyat. Dari risalah
pembentukan KUHAP tersebut, dapat ditemukan pandangan-pandangan
yang dikemukakan oleh Pemerintah dan Fraksi-Fraksi DPR terkait Pasal 284
KUHAP.

2. Risalah menunjukkan bahwa pembahasan KUHAP diawali dengan upaya
untuk mencari titik-titik kesepakatan tentang prinsip dan azas-azas yang akan
diletakkan sebagai landasan dan pedoman dalam membahas dan
merumuskan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Titik-titik kesepakatan
tersebut kemudian dikenal sebagai “13 Kesepakatan”, yang disepakati pada
tanggal 10 Desember 1979.

. Akhirnya pada tanggal 10 Desamber 1979 berhasil dihimpun dan di-
sepakati dokumen vang ¥emudian terkenal sebagai "13 kesepakatan”, K
yang isi dokumen tersebut schagisn terbesar memuat pokok-pokok
pikiran yang dikemukakan olenh raksi Karva Pembangunan hasil pep-
siapan yang lama dalam menvongsong pembentukan Rancangan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ini.

3. Salah satu poin dari 13 Kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan
keinginan pembentuk undang-undang untuk menjadikan KUHAP sebagai

undang-undang yang bersifat nasional, yang merupakan bentuk unifikasi dan
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kodifikasi dalam bidang hukum acara yang bersifat umum. Sekalipun

demikian, pembuat undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa
disamping KUHAP, yang bersifat umum tersebut, dibuka pula ruang

untuk hal-hal yang bersifat khusus, yang tunduk pada hukum acara

khusus berdasarkan undang-undang lain.

- Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan
untuk melahirkan suatu undang-undang vang bersifat nasio-
nal dan oleh karena itu ia merupakan unifikasi serta kodi-
fikasi dalam bidang hukum acara pidana vang bersifat umum,

Walaupun denikian tidak dapat diingkari dimanapun didunia
ini, bahwa disamping vang umum tentu terdapat hal-hal
yang bersifat “husus iuga dalam bidang hukum acara pidana

ini, ma:a alen karena itu yamg harsifat khusus tentu tun-
duk pada acara knusus yang ditetapkan untuk itu dalam
berbagal Undsng-undang.

Diluar yang khusus itu, semuanya tunduk pada Undang-undang
Hukum Acara Pidana vang akan lahir itu,

Lebih lanjut lagi, secara eksplisit disebutkan bahwa masih diberlakukannya
“ketentuan khusus acara pidana” secara sementara dalam Ketentuan
Peralihan, tidak mengurangi nilai dan upaya unifikasi dan kodifikasi hukum
pidana, karena didalam hukum selalu ada asas “lex specialis derogat lex

generale”.

—

‘Masih berlakunya untuk sementara "ketsntuan khusus acara pi-
dana"’ tersebut tidak mengurangi nilai dan upaya unifikasi dan
kodifikasi hukum acara pidana, karena didalam hukum selalu ada

azas "lex specialis drogat lex generale’.

Dalam proses pembahasan KUHAP, terkait ketentuan khusus acara pidana,
memang awalnya terdapat dua pendapat yang bertentangan, yaitu pendapat
yang menginginkan agar aturan khusus yang sudah ada untuk tetap
dipertahankan dan pendapat lain yang menginginkan agar tidak ada lagi
hukum acara diluar undang-undang. Akan tetapi, setelah melalui serangkaian
proses, pada akhirnya pembuat undang-undang memilih untuk
menggunakan pendapat pertama, yang memilih untuk mempertahankan
aturan khusus yang ada, dan menuangkannya dalam rumusan Pasal 284

ayat (2) seperti yang terdapat dalam KUHAP saat ini:
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Tetapl akhirnya, setelah diadakan pertemuan-pertemuan secara keke-
luargaan yang menghasilkan pengertian antara fihak-Tihak yang ber-
beda pendapat tadi, dan adanya keinsyafan dari semua fihak, bahwa

kepentingan ......

L
iisalan/Bl,- . : '

- 71 -

kepentingan negara dan rakyat banyak;ih TaAnE harus - diutamakan, ter-
cﬁpail&h kesepakaton wenge nal rumusan pasal 284 yang herbunyi se-
bagal berikut : : :

Ketentuan Peralihan-:

(1) Terhadap perkafé vang ada sebelum Uﬁdang—undang 1hi.diundang—
kan, selauh mungkin diberlakukan ketentdan Undang—uﬁdang 1n1

{2) Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundang—
kan, maks terhadap semus pcrkarﬁ diborlakuken ketentuan-~kKeten-—
tuan Undang-undang ini, deng&n pengecualian untuk sementara
mengenal ketentuan Lkhusus acara pidana sebagaimana tersebut da-
lam Undang Undang tertentu, sampal ada perubahan dan atau di-.
nyatakan tidak berlaku lari. '

6. Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa rumusan Pasal
284 ayat (2) tersebut ternyata sama sekali tidak ditujukan untuk
menutup pintu kewenangan penyidikan yang diatur berdasarkan aturan
khusus diluar KUHAP.

7. Selanjutnya, terkait kata “sementara” yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2),
timbul pertanyaan berupa sampai kapan aturan khusus tersebut berlaku.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilihat poin-poin pembahasan
dalam risalah pembahasan KUHAP sebagai berikut:

Dari perumusan pasal teraebut'dgpat disimpulkan, bahwa ayat (1)} dan
ayat (2) baglean pertama mengatur téntang: Perkara-perkara yang ter-
dapat dalam masa translsl dan lamanya masa trans{si.-niaehping'itu,
ayat (2) mengatur mengenal pengecualian. 7

Yang dikecualilkan ialah untuk sementara ketentuan—ketentuan khusua
acara pldana yang terdapat dalam Undeng-undang tertentu, dan masa
berlalkunya tidak dibatasi, tetapi sampni ada pcvubahan dan atau d1-
nyatakan tidak berlaku lagl.

Kapan akan dledalkan rerubshan dan aiou dinyatakan tidak berlaku 1a.—
gl Juga tidak ditentulkan. :

Itu terserah/apakah situasi dar kondisi sudah memungkinkﬁn”uﬁtuk
mengubah atau menyatakan tidak Eerlakunyn-~lagi ketentuﬁﬁ—kéten%uan_n
tadi, -

Fembuat Undang-undang yang s&karang tidak mungkin dapat menilal si-<
tuasi dan kondisi yang akan datang. Oleh Karena itu, pembuat Undang-.
undang yang akan datang tidak boleh diikat dengan batasan waktu

vang pastil. : : E ’
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8. Dari kutipan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa:

a.

Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa kalimat kedua dalam Pasal
284 ayat (2) merupakan aturan pengecualian terkait keberlakuan
ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang terdapat dalam undang-
undang tertentu.

Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa aturan khusus tersebut
tidak dibatasi masa berlakunya dan tetap berlaku sampai ada
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa kapan akan diadakan
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi juga tidak ditentukan
lebih lanjut karena hal tersebut diserahkan kepada pembuat undang-
undang yang akan datang untuk menilai apakah situasi dan kondisi
sudah memungkinkan untuk mengubah atau menyatakan tidak
berlakunya lagi ketentuan-ketentuan khusus tersebut.

9. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kata sementara yang terdapat
dalam kalimat Pasal 284 ayat (2) KUHAP tidak dibatasi oleh waktu.
Sebaliknya, Pasal 284 ayat (2) KUHAP justru menyerahkan pada pembuat

undang-undang dikemudian hari untuk menentukan apakah akan

mengubah atau menghapus atuaran-aturan khusus tersebut.

10.Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa original intent dari
Pasal 284 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

a.

Pasal 284 ayat (2) tidak ditujukan untuk menghapuskan kewenangan
yang telah dimiliki oleh lembaga lain selain Polri dan Penyidik PNS.

Kata “sementara” dalam Pasal 284 ayat (2) tidak dibatasi waktu,
melainkan sampai adanya perubahan atau pernyataan tidak berlaku
lagi terhadap aturan khusus tersebut.

Pasal 284 ayat (2) menyerahkan kepada pembuat undang-undang yang
akan datang, untuk menentukan apakah akan mengubah atau

menghapus aturan khusus tersebut.

11.Bahwa pemahaman mengenai original intent dari Pasal 284 ayat (2) tersebut

diatas dapat dilihat dengan jelas melalui Pasal 17 Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983. Dalam peraturan pelaksana yang dibentuk dalam

jangka waktu 2 (dua) tahun setelah disahkannya KUHAP tersebut, jelas diatur

bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh Penyidik

Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Digunakannya istilah “Penyidik Jaksa” dan “pejabat

penyidik berwenang lainnya” untuk mendefinisikan “penyidikan menurut

ketentuan khusus acara pidana” membuktikan bahwa Pasal 284 ayat (2)

memang tidak pernah ditujukan untuk menghapuskan kewenangan yang

telah dimiliki oleh lembaga lain dan bahkan membuka peluang diberikannya
kewenangan penyidikan pada lembaga-lembaga lain dikemudian hari.

Bahwa dari sudut pandang praktik peradilan, kewenangan penyidik khusus,

dalam hal ini kewenangan Kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi,

secara eksplisit telah diakui oleh Mahkamah Agung dalam berbagai perkara,
diantaranya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pid/2003,

Putusan Nomor 1205 K/Pid/2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor

1050 K/Pid/2003. Dalam Putusan-Putusan tersebut, Mahkamah Agung

menyimpulkan bahwa Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan dan

penuntutan, dengan merujuk pada aturan diluar KUHAP, yaitu Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga pernah menerbitkan Fatwa Nomor

KMA1102/111/2000, yang pada intinya mengakui kewenangan Jaksa untuk

melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Begitupun halnya dengan Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan pemerintah

dan Mahkamah Agung, pemahaman mengenai Pasal 284 ayat (2) tersebut

diatas juga sudah pernah dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
putusan-putusannya, salah satunya dalam Putusan Nomor 109/PUU-

XI1/2015, terkait pengujian konstitusionalitas kewenangan KPK untuk

mengangkat penyidik independen. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

membantah dalil Pemohon yang menginginkan agar frasa penyidik dalam UU

KPK harus merujuk pada pengertian penyidik dalam KUHAP dengan

pertimbangan sebagai berikut:

a. “Anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak
tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki
kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU

Kejaksaan..)”
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b. “Original intent pembentuk UU KPK memaksudkan kedudukan UU KPK
sebagai lex specialis terhadap KUHAP. dengan demikian, sesuai dengan
yang dikehendaki pembentuk Undang-Undang, Pasal 45 ayat (1) UU KPK
tidaklah dimaknai merujuk pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, melainkan
ketentuan yang mengatur sendiri penyidik yang ada di KPK”

B. Konsekuensi Penghapusan Kewenangan Kejaksaan atau Instansi Lainnya
untuk Melakukan Penyidikan

14.Pihak Terkait mengamati bahwa terdapat pihak-pihak yang berpandangan
bahwa institusi Polri sepatutnya menjadi satu-satunya institusi yang
berwenang untuk melakukan penyidikan. Seperti yang telah Pihak Terkait
sampaikan pada keterangan Pihak Terkait yang lalu dan dari uraian diatas,
pandangan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan.

15. Selain dari tidak memiliki landasan konstitusional, gagasan untuk menjadikan
penyidik Polri dan penyidik PNS sebagai instansi yang dapat melakukan
penyidikan juga akan menimbulkan konsekuensi negatif dan membahayakan
kepentingan penegakan hukum dan masyarakat luas, karena penyidik Polri
dan penyidik PNS tentu memiliki keterbatasan dan oleh karenanya
membutuhkan dukungan dari instansi-instansi lain.

16.Keterbatasan kemampuan tersebut secara garis besar dapat dilihat dari
keterangan Kepolisian dalam pembahasan undang-undang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara eksplisit
mengakui bahwa pihaknya tidak mampu merespon seluruh informasi yang
diberikan oleh PPATK dan berharap agar laporan PPATK tersebut dapat
langsung didistribusikan kepada penyidik tindak pidana asal, untuk
membantu beban kerja Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

17.Ketidakmampuan Polri untuk menindak seluruh dugaan tindak pidana pidana
pencucian uang tersebut merupakan gambaran dari permasalahan yang
dihadapi dalam upaya penegakan hukum, yaitu keterbatasan dalam
merespon dugaan tindak pidana. Apabila penyidik Polri sudah menyatakan
tidak sanggup merespon seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan,
tentu dapat dibayangkan dampak buruk yang dapat terjadi apabila
kewenangan penyidikan yang telah diberikan kepada instansi lain

dihapuskan.
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18. Apabila kewenangan Kejaksaan untuk menyidik dihapuskan, maka situasi
tersebut dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pelaku atau pelaku
potensial untuk dapat lolos dari jeratan hukum, dengan mengajukan
permohonan uji materi atas kewenangan menyidik instansi-instansi selain
Polri dan penyidik PNS, dengan alasan persamaan dimuka hukum atau
kepastian hukum, seperti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo.
Beberapa ancaman nyata yang akan dihadapi apabila situasi tersebut terjadi
diantaranya sebagai berikut:

a. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi
Dihapuskannya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan
juga akan mengancam eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai institusi yang diberikan oleh
Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, penghapusan kewenangan KPK untuk menyidik tentu
akan menimbulkan tanda tanya terkait komitmen Indonesia dalam
memberantas korupsi. apabila KPK tidak lagi berwenang melakukan
penyidikan, tidak hanya penindakan tindak pidana korupsi yang akan
berjalan mundur, tetapi juga akan mencoreng wajah Indonesia di
lingkungan internasional karena dibentuknya KPK sebenarnya
merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah  untuk

mengimplementasikan UNCAC secara maksimal.

b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran HAM
berat
Penegakan Hukum atas tindak pidana pelanggaran HAM berat diatur
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Dalam Pasal 18 dan Pasal 21 masing-masing diatur
bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM
dan Jaksa Agung. Apabila kewenangan instansi lain selain Polri dan
PPNS untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dihapuskan, maka
akan terjadi kekosongan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana

pelanggaran HAM berat.

c. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang

perikanan dan pelayaran
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Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan mengatur kewenangan
Penyidik TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pelayaran, kewenangan TNI AL
untuk melakukan penyidikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif
dilaksanakan oleh TNI AL diatur dalam Pasal 340.

Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kewenangan TNI AL
untuk melakukan penyidikan juga terancam untuk diuji dan dihapuskan.
Apabila kewenangan penyidik perwira TNI AL dihapuskan, maka bukan
hanya upaya penegakan hukum yang terancam, akan tetapi juga upaya
pertahanan kedaulatan Indonesia. Ancaman kedaulatan tersebut
merupakan ancaman nyata apabila kegiatan pencurian ikan oleh Kapal
lkan Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat
dilakukan penindakan oleh penyidik perwira TNI AL. Lebih parah lagi,
untuk tindak pidana pelayaran, apabila TNI AL tidak lagi memiliki
kewenangan penyidikan, maka tidak ada instansi yang berwenang

menindak tindak pidana pelayaran yang dilakukan di ZEE Indonesia.

. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana koneksitas

Pasal 89 KUHAP mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan
bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup
peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, penyidikannya
dilaksanakan oleh tim penyidik yang melibatkan Polisi Militer dan Oditur

Militer atau Oditur Militer tinggi.

Apabila kewenangan Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer
tinggi tersebut dihapuskan, maka penyidikan atas dugaan tindak pidana
tersebut yang dilakukan oleh anggota yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum dan
lingkungan peradilan militer tidak dapat dilakukan karena penyidik Polri
tidak memiliki yurisdiksi terhadap orang yang termasuk dalam yurisdiksi

peradilan militer.

. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang

keuangan
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Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa
yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa
keuangan hanyalah Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Otoritas Jasa
Keuangan tidak dapat melakukan penyidikan, maka akan terjadi
kekosongan hukum dalam penindakan tindak pidana di bidang sektor jasa
keuangan karena tidak ada lagi lembaga yang berwenang untuk

melakukan penyidikan di bidang sektor jasa keuangan.

f. Hambatan penegakan hukum tindak pidana narkotika
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
mengatur kewenangan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan
penyidikan. Apabila BNN tidak lagi berwenang melakukan penyidikan,
maka optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tentu

akan berkurang.

19.Selanjutnya, selain dari hambatan-hambatan tersebut diatas, perlu pula
diperhatikan bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka terdapat
risiko rusaknya reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Risiko
reputasi tersebut adalah konsekuensi yang tak terhindarkan apabila
kewenangan Kejaksaan atau instansi lain untuk melakukan penyidikan
dihapuskan karena kewenangan-kewenangan tersebut pada dasarnya
merupakan mandat dan rekomendasi dari Kovenan Internasional dan standar
universal, diantaranya United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC), United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime (UNTOC) dan FATF Recommendations.

20.Penghapusan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, kejahatan terorganisir dan
kejahatan pencucian uang akan dipandang sebagai langkah mundur dalam
upaya pemenuhan kovenan dan standar tersebut, yang akan berujung pada
rusaknya reputasi Indonesia di lingkungan internasional. Khususnya dalam
hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, risiko reputasi akan
semakin mencolok apabila kewenangan penyidikan Kejaksaan dihapuskan,
mengingat Kejaksaan merupakan perwakilan Indonesia dalam International
Association of Anti-Corrruption Authorities, organisasi independen dan non-
politik yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UNCAC.
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C. Relevansi Kewenangan Menyidik yang dilakukan oleh Multi-Agency dalam

Perkembangan Ketatanegaraan

21.Setelah memaparkan pemahaman Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan
konsekuensi negatif yang mungkin timbul apabila permohonan Pemohon
dikabulkan, Pihak Terkait selanjutnya akan menjelaskan relevansi dan
urgensi praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana.

22.Seperti yang telah Pihak Terkait jelaskan dalam Keterangan Pihak Terkait,
Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya dengan tegas mendukung
praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana. Dalam Putusan Nomor
15/PUU-XIX/2021, yang memberikan kewenangan menyidik tindak pidana
pencucian kepada seluruh penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana
asal, Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu alasan dibukanya
pintu bagi penyidik asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian
uang adalah atas dasar efisiensi dan perwujudan peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan.

23.Selain demi efisiensi penanganan perkara, tersedianya lebih dari satu
instansi yang berwenang untuk menyidik suatu tindak pidana juga dapat
dipahami sebagai terbuka luasnya peluang untuk mendeteksi dan menindak
dugaan tindak pidana. Tidak hanya itu, apabila dicermati dengan seksama,
tersedianya multi-agency yang berwenang untuk menindak suatu tindak
pidana ternyata justru akan membuka ruang check and balance dalam
penggunaan kewenangan penyidikan dan merupakan kebijakan yang
berpihak pada pencari keadilan.

24.Sebagai contoh, dalam Pasal 9 Peraturan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun
2019, diatur kewenangan penyelidik Polri untuk menghentikan penyelidikan
dalam hal penyelidik berpandangan bahwa suatu laporan ternyata bukan
merupakan tindak pidana. Apabila laporan dugaan tindak pidana tersebut
dihentikan di tahap penyelidikan, maka praktis tidak terdapat upaya hukum
bagi pihak pelapor untuk dapat menguiji keputusan penyelidik tersebut karena
hak pelapor untuk menguji keputusan penghentian penanganan suatu
perkara dapat dilakukan hanya apabila perkara tersebut sudah di tahap
penyidikan atau penuntutan.

25.Kesimpulan penyelidik yang menyatakan bahwa suatu laporan bukanlah

suatu tindak pidana di tahap penyelidikan tersebut bisa saja suatu keputusan
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yang tidak tepat. Apabila tidak tersedia saluran lain yang dapat menerima

laporan si pelapor dan melakukan penilaian kembali terhadap laporan

tersebut, maka bukan hanya kepentingan pelapor yang dirugikan, tetapi juga
kepentingan penegakan hukum dan masyarakat luas. Sebaliknya, situasi
tersebut dapat diantisipasi apabila terdapat instansi lain yang juga berwenang
melakukan penyidikan karena pelapor dapat tetap memperjuangkan hak dan
kepentingannya dengan mengadukan laporan ke instansi berwenang yang
lain.

26.Selanjutnya, terkait isu diferensiasi fungsional, perlu dipahami pula bahwa
diferensiasi fungsional yang semula dilihat sebagai sekat yang tegas antara
penyidik dan penuntut umum, seiring berjalannya waktu ternyata mulai
memudar. Terbaru, upaya untuk mengikis diferensiasi fungsional dapat dilihat
dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa fungsi

penyidikan adalah bagian dari fungsi penuntutan.

27.Sebelum ditegaskannya fungsi penyidikan bagian dari fungsi penuntutan
dalam Pasal 132 KUHP tersebut, upaya untuk mengikis diferensiasi
fungsional juga dapat dilihat dari serangkaian upaya sebagai berikut:

a. Peningkatan kepatuhan penyidik untuk melaporkan penyidikan
kepada penuntut umum melalui putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU-XI11/2015
Dalam rentang tahun 2012-2014, ditemukan fakta bahwa kurang lebih
terdapat 255.618 perkara dari total 643.063 perkara yang disidik oleh
penyidik Polri ternyata tidak diberitahukan kepada Penuntut Umum.
Dengan kata lain, terdapat 39.7% dari penyidikan yang dilakukan oleh
Polri tidak diberitahukan kepada penuntut umum. Tingginya angka
penyidikan yang tidak dilaporkan tersebut menunjukkan bahwa
diferesiansi fungsional yang diterapkan secara kaku justru akan

merugikan kepentingan penegakan hukum.

Pasca Mahkamah Konstitusi memperbaiki pengaturan terkait kewajiban
penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum
melalui putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, angka kepatuhan penyidik
dalam memberitahukan penyidikan semakin meningkat. Merujuk pada

keterangan Polri terkait jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dan
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laporan Kejaksaan terkait jumlah SPDP yang diterima, angka penyidikan
yang tidak diberitahukan kepada Kejaksaan jauh berkurang sampai di

angka kisaran 18,8 persen, dari yang sebelumnya 39,7%.

Peningkatan kepatuhan penyidik dalam memberitahukan penyidikan
kepada penuntut umum tersebut menunjukkan bahwa diferensiasi
fungsional yang diterapkan secara kaku justru mengganggu upaya
penegakan hukum. Sebaliknya, saat sekat pemisah antara penyidik dan
penuntut umum diminimalisir, maka akan membawa dampak positif bagi

penegakan hukum.

. Dibukanya ruang kordinasi langsung antara penyidik PNS dan
Penuntut Umum

Seiring berjalannya waktu, bukan hanya pemisahan kaku antara penyidik
Polri dan Penuntut Umum yang semakin memudar, tetapi juga pemisahan
antara penyidik PNS dan Penuntut Umum. Awalnya, penyidik PNS
berkomunikasi dan berkordinasi dengan penuntut umum melalui penyidik
Polri. Saat ini, penyidik PNS di bidang perikanan, bidang peternakan dan
kesehatan hewan, kepabeanan dan perdagangan telah diberikan
kewenangan oleh undang-undang untuk langsung berkordinasi dengan

penuntut umum tanpa harus melalui penyidik Polri.

Dibukanya ruang bagi penyidik PNS untuk berkordinasi langsung kepada
penuntut umum tentu akan mempersingkat alur penanganan perkara dan

meningkatkan efisiensi penanganan perkara.

. Dibukanya ruang bagi penuntut umum untuk melanjutkan
penyidikan tindak pidana perusakan hutan melalui Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Pasal 30 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, diatur juga kewenangan Kejaksaan untuk melakukan
pemeriksaan tambahan atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
Dasar pemikiran dari diberikannya kewenangan pemeriksaan tambahan
tersebut adalah untuk membuka ruang bagi penuntut umum untuk
menyelesaikan sendiri penyidikan yang tidak kunjung dapat diselesaikan
oleh penyidik.
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Peran penuntut umum tersebut kemudian dikembangkan melalui Pasal 39
huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan kewenangan bagi
penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan yang tidak dapat dilengkapi
oleh penyidik. Dua kewenangan diatas menunjukkan bahwa diferensiasi
fungsional antara penyidik dan penuntut umum pada dasarnya semakin

memudar.

D. Penutup
28.Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami poin-poin sebagai berikut:

a. Pasal 284 ayat (2) KUHAP tidak menutup ruang diberikannya
kewenangan penyidikan kepada instansi lain selain Polri ataupun penyidik
PNS.

b. Dihapuskannya kewenangan penyidikan Kejaksaan untuk menyidik tindak
pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik
berupa hambatan dalam proses penegakan hukum dan risiko reputasi
Indonesia di lingkungan internasional.

c. praktik multi-agency dalam melaksanakan kewenangan penyidikan
ternyata adalah hal yang relevan dan sesuai dengan perkembangan
ketatanegaraan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi
penegakan hukum yang ada saat ini. Praktik multi-agency tersebut juga
ternyata membawa dampak positif bagi penegakan hukum, dalam bentuk
memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pencari keadilan,
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam
proses penegakan hukum.

29.Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas dan mengingat telah berulang-
kalinya diajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal-

Pasal dalam permohonan a quo, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

juga berkenan untuk mengadopsi penjelasan terkait Pasal 284 ayat (2)

KUHAP tersebut dalam pertimbangan putusan kelak. Mengingat sifat putusan

Mahkamah Konstitusi yang erga omnes, kejelasan mengenai original intent

dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagaimana dijelaskan diatas tentunya

diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pedoman untuk

mengadili perkara-perkara lain serupa di kemudian hari.
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[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait

Persatuan Jaksa Indonesia telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi

tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5c sebagai berikut:

1. BuktiPT-la : Fotokopi ldentitas Pihak Terkait I;

2. BuktiPT-1b : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Selaku Pelindung
Persatuan Jaksa Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengukuhan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia
Periode 2022 - 2024;

3. BuktiPT-1c : Fotokopi AD/ART Persatuan Jaksa Indonesia;

4. Bukti PT-2a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait Il;

5. BuktiPT-2b : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait II;

6. BuktiPT-3a : Fotokopi Identitas Pihak Terkait IlI;

7. Bukti PT-3B : Fotokopi Kartu Anggota Pihak Terkait Il1;

8. Bukti PT-4 . Fotokopi Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted
by The Eight United Nation Congress On The Prevention of
Crime and The Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27
August to 7 September 1990;

9. BuktiPT-5a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor: 28/PUU-V/2007, tanggal 27 Maret 2008;

10. Bukti PT-5b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor: 16/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober
2012;

11. Bukti PT-5¢c : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU-
X/2012, tanggal 3 Januari 2013.

[2.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait

PJI juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Fachrizal Afandi, Ph.D., dan
Henning Glaser yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal
30 Agustus 2023 dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan
Mahkamah tanggal 4 September 2023, serta 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr.
Topo Santoso, S.H., M.H., yang memberikan keterangannya secara tertulis yang
diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2023, yang masing-masing

keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fachrizal Afandi, Ph.D.

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan kerah putih (white collar crimes) yang
memberikan dampak luas dan merugikan negara serta masyarakat. Sebagai tindak

pidana khusus, penanganan yang efektif dan efisien secara khusus terhadap tindak
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pidana korupsi menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi
sebagai extra ordinary crimes dengan proses pembuktian yang lebih rumit tentu
membutuhkan proses penegakan hukum yang khusus dan juga luar biasa (extra

ordinary enforcement).

Seiring bergulirnya reformasi pada tahun 1998, semangat anti korupsi ditandai
dengan pemberlakuan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR
No0.X1/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) yang ditindaklanjuti dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

Merespon hal ini, pemerintahan pasca reformasi berkomitmen melakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan
membuat desain sistem peradilan pidana khusus dengan hukum acara pidana
khusus yang dapat secara efektif dan efisien melakukan pemberantasan tindak
pidana Korupsi. Pertama dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga membentuk Komisi
Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 tahun
2002 yang didesain untuk melaksanakan Amanah konsitusional dalam rangka

penegakan hukum pidana korupsi yang efektif dan efisien.

Semangat ini pula yang nampak saat pemerintah memberikan kewenangan serupa
kepada Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia. Hasilnya dapat dilihat bahwa proses penyidikan dan penuntuan pidana
korupsi jauh lebih efektif di tangan KPK dan Kejaksaan di banding dengan
penanganan serupa secara terpisah sesuai prinsip diferensiasi fungsional
sebagaimana di atur dalam KUHAP yang diundangkan pada masa Orde Baru tahun
1981.

Sebagaimana dilaporkan Indonesia Corruption Watch pada tahun 2022 terdapat 579
kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia atau meningkat 8,63% dibandingkan
pada tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari jumlah tersebut, KPK menyidik
36 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 150 orang dan kerugian
negara sebesar Rp 2.212.202.327.333 (Rp 2,212 Triliun). Sementara itu, Kepolisian
menangani sebanyak 138 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 337 orang.
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Potensi kerugian negara yang berhasil disidik oleh Korps Bhayangkara tersebut
adalah sebesar Rp 1.327.532.895.638 (Rp 1,327 Triliun). Sedangkan kasus yang
disidik oleh Kejaksaan sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai
tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan se